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KATA PENGANTAR

—  — ....

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Ta’ala, atas segala 
rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(LPPD) Kota Balikpapan Tahun 2019 dapat terselesaikan dan selanjutnya disampaikan 
kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubemur Kalimantan Timur. 
Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) yang 
menyebutkan “selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 
Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah” dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD 
kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD, dan ILPPD kepada masyarakat.

LPPD bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kineija penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian 
tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang 
baik. Sebagai sarana laporan capaian kineija penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
maka paling tidak ada 4 (empat) substansi pokok capaian kineija disajikan, yaitu: (1) 
capaian kineija penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan 
pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum yang diukur dengan Indikator 
Kineija Kunci (IKK), (2) capaian realisasi pelaksanaan rencana keija pemerintah tahun 
2019, (3) capaian kineija penyelenggaraan tugas pembantuan, dan (4) capaian kineija 
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, 
ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota 
Balikpapan Tahun 2019 selain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 
juga secara teknis berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 
120.04/6977/OTDA Tanggal 31 Desember 2019 Hal : Pedoman Penyusunan Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019. Dengan demikian penyajiannya secara 
maksimal telah memenuhi semua aspek, fokus dan indikator yang ditetapkan dalam 
rangka evaluasi kineija penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah.
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Akhimya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kota Balikpapan untuk 

raengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya kepada semiia pihak yang telah 
berperan aktif mengisi pembangunan Kota Balikpapan di berbagai sektor pembangunan, 

dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Kota Balikpapan 
yang nyaman dihuni, dan semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPDj 
Kota Balikpapan Tahun 2019 ini memberi manfaat serta dapat dijadikan landasan sebagai 
dasar pertimbangan pengambilan kebijakan yang strategis untuk kepentingan rakyat dan 
demi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di 
masa yang akan datang,

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

B a lik p a p a n  K ubangun, K ujaga d a n  Kubela,

Kubangun dengan  Im an, K u jaga  dengan A m al, dan  K u bela  den gan  Doa
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BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Pembentukan suatu wilayah tidak bisa lepas dari sejarah

pembentukannya sebagai perjalanan sejarah dari masa ke masa. Secara historis

yuridis,dasar pembentukan Kota Balikpapan sejak awal pendiriannya setelah

kemerdekaan Republik Indonesia sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1820);

2) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor

18/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penetapan Batas dan Luas Daerah Kotamadya

Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Kutai;

3) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor

55/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penyempurnaan dan Penegasan Surat

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tanggal 2

Februari 1969 Nomor 18/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penetapan Batas dan

Luas Daerah Kotamadya Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Kutai;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah

Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan,

Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45 Penjelasan dalam

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);

5) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 277 A

Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kotamadya

Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;

6) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 384

Tahun 1990 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 277 A Tahun 1988 tentang Penetapan Batas

Wilayah Desa/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan

Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;

7) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor

140/SK.149/1995 tanggal 16 Mei 1995 tentang Penetapan Pemecahan

Kelurahan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;

8) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor

146/SK.144/1996 tanggal 17 Mei 1996 tentang Penetapan Perubahan Status
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Desa Menjadi Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan

Barat pada Kota Administratif Tarakan Kabupaten Daerah Tingkat  II Bulungan

dan Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang

Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat

II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan

Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56);

10)Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 19

Tahun 1996 tentang Penetapan 7 (Tujuh) Kelurahan Persiapan dalam Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dan 5 (Lima) Kelurahan Persiapan

dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda menjadi Kelurahan

Definitif;

11)Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan

7 (tujuh) Kelurahan dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota

Balikpapan Tahun 2012 Nomor 7);

12)Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Kecamatan Balikpapan Kota dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah

Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 8).

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Provinsi

KalimantanTimur. Sejarah Kota Balikpapan tidak bisa dipisahkan dengan

Minyak yaitu lebih tepatnya dengan sumur minyak Mathilda, sumur pengeboran

perdana pada tanggal 10 Februari 1897 di kaki gunung Komendur di sisi timur

Teluk Balikpapan. Penamaan sumur minyak ini berasal dari nama anak JH

Menten dan Firma Samuel and Co sebagai pemenang hak konsesi pengeboran di

yang ditunjuk pemerintah Hindia Belanda yang telah mengontrak Balikpapan

dari Kesultanan Kutai.

Seiring dengan berkembangnya waktu, Balikpapan telah

berkembangmenjadi "Kota Minyak" dengan besarnya produksi minyak sebesar

260 ribu barel per-hari. Perkembangan industri minyak inilah yang telah

membangun Balikpapan menjadi kota industri. Namun Saat ini Balikpapan tidak

lagi menjadi Kota Minyak yang berorientasi pada pengeboran melainkan pada

jasa pengolahan minyak yang telah mengolah minyak mentah dari sekitar

Balikpapan, yaitu Sepinggan, Handil, Bekapai, Sanga-sanga, Tarakan, Bunyu

dan Tanjung serta minyak mentah yang diimpor dari negara lain.
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C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 1o LS - 11o LS dan

diantara 116o 50' BT - 117 5o BT dengan batas-batas sebagai berikut:

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015

Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan,Kota Balikpapan

terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan.

Secara Topografi Kota Balikpapan terdiri dari kawasan perbukitan yang

bergelombang +/- 85% dengan jenis tanah podsolik merah kuning (haplik) dan

mempunyai lapisan topsoilyang tipis serta struktur tanah mudah tererosi.

Daerah dataran hanya +/- 15% yang terletak di sepanjang Pantai Timur dan

Selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah Alluvial. Sedangkan

kawasan pinggiran kota banyak terdapat lembah dan rawa yang merupakan

Daerah Aliran Sungai Wain dan Manggar Besar.

Kota Balikpapan memiliki potensi sumber daya alam yang telah

ditetapkan dan dapat dilakukan budidaya maupun nonbudidaya. Yang dapat

dilakukan budidaya antara lain kawasan wilayah perkotaan dan sebagian kecil

adalah wilayah pinggiran dengan kendala limitasi pengelolaan wilayah, kawasan

lainnya adalah potensi sumber daya laut dan pantai sesuai dengan kewenangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu

sepanjang 4 (empat) mil dari garis pantai. Saat ini kawasan tersebut telah

dilakukan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah dan masyarakat guna

memenuhi kebutuhan ruang hidup bagi masyarakat sesuai dengan peruntukkan

wilayah yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kawasan wilayah perkotaan saat ini sangat dirasakan mengalami tekanan yang

berat terhadap daya dukung lingkungan sehubungan dengan tingginya aktivitas

pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan dampak

banjir dan rawan terjadinya tanah longsor. Sedangkan pada kawasan pantai

sebagian telah dilakukan penguasaan dan okupasi  oleh masyarakat,  bilamana

tidak dilakukan pengaturan dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem

pantai.

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan menurut RTRW

2011-2031 adalah 857,81 km2, yang terdiri dari luas daratan 538,44 km2 dan

luas pengelolaan lautan 319,37 km2.
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Sebagai gambaran dapat disampaikan bahwa luas lahan menurut jenis

penggunaan  (kawasan budidaya dan kawasan nonbudidaya) sebagai berikut:

 Kawasan Komersial dengan luas 1.054,36ha yang terdiri dari  Kawasan

Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Industri;

 Kawasan Perumahan dan Permukiman dengan luas 3.147,32 ha;

 Kawasan Wisata dengan luas 34,95ha;

 Kawasan Militer dengan luas 120,33ha;

 Kawasan Khusus dengan luas 5.156,02 ha;

 Kawasan Lindung dengan luas 15.175,45ha;

 Kawasan Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan dengan luas 6.460 ha;

 Kawasan Campuran dengan luas 31.148,43 ha.

Iklim di Kota Balikpapan termasuk dalam tipe iklim tropis basah dengan

curah hujan yang tinggi serta tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara

musim kemarau dan musim hujan. Adapun iklim di Kota Balikpapan sebagai

berikut:

a. Balikpapan mempunyai kelembaban udara berada pada kisaran

kelembaban sedang-tinggi yaitu antara 82 - 91%;

b. Curah hujan di Kota Balikpapan sangat bervariasi menurut bulan. Rata-

rata curah hujan tertinggi dan terendah berada pada kisaran 64,4 mm –

338,0 mm;

c. Secara umum Kota Balikpapan beriklim panas dengan suhu udara

sepanjang tahunberkisar 21,8° C sampai 35,7° C;

d. Tekanan Udara (atmospherric pressure)  1.010,5 mb;

e. Kecapatan Angin (wind velocity) 4 – 7,1 knot;

f. Rata-rata penyinaran Matahari yang terjadi di Kota Balikpapan setiap

bulannya berkisar antara27,8 – 79,9 %.

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Penduduk Kota Balikpapan pada akhir tahun 2019sebesar 670.505 jiwa.

Pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2019 mengalami

peningkatan sebesar 20.699 atau 3% dari tahun sebelumnya. Lebih lengkap

pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk Kota Balikpapan dalam 5 tahun

terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan

NO TAHUN JUMLAH PENDUDUK TINGKAT PERTUMBUHAN
(1) (2) (3) (4)
1 2015 735.850 4,17 %
2 2016 618.128 -16 %
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3 2017 633.196 2,38%
4 2018 649.806 2,56%
5 2019 670.505 3%

Data komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 1.2.
Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

NO KECAMATAN
JUMLAH PENDUDUK

LAKI-LAKI PEREMPUAN
LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Balikpapan Selatan 71.769 68.828 140.597
2 Balikpapan Utara 82.346 78.554 160.900
3 Balikpapan Timur 43.485 40.705 84.190
4 Balikpapan Barat 48.197 45.433 93.630
5 Balikpapan Tengah 53.975 52.135 106.110
6 Balikpapan Kota 43.476 41.602 85.078

JUMLAH 343.248 327.257 670.505

Berdasarkan struktur Usia pada tahun 2019 sebagian besar penduduk

Kota Balikpapan adalah kelompok usia produktif (usia 15‐64 tahun), yang

mencapai 473.086 jiwa, kemudian kelompok usia nonproduktif (usia 0‐14

tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 197.419 jiwa. Data jumlah penduduk

berdasarkan struktur usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2019

NO Rentang Usia JUMLAH PENDUDUK

(1) (2) (3)
1 0 - 4 56.969
2 5 – 9 59.649
3 10 - 14 54.253
4 15 - 19 46.445
5 20 - 24 57.489
6 25 - 29 57.307
7 30 - 34 58.482
8 35 - 39 62.078
9 40 - 44 54.742
10 45 - 49 46.081
11 50 - 54 38.063
12 55 - 59 30.312
13 60 - 64 22.087
14 65 - 70 14.266
15 >70 12.282

JUMLAH 670.505

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, 2019

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, 2019

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, 2019
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Data Penduduk Kota Balikpapan berdasarkan jenis pekerjaan pada

tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO Jenis Pekerjaan JUMLAH PENDUDUK

(1) (2) (3)
1 Belum / Tidak Bekerja 176.130
2 Mengurus Rumah Tangga 144.613
3 Pelajar / Mahasiswa 115.783
4 Pensiunan 4.147
5 Pegawai Negeri Sipil 8.732
6 Tentara Nasional Indonesia 3.656
7 Kepolisian RI 3.111
8 Perdagangan 280
9 Petani / Pekebun 5.364
10 Peternak 79
11 Nelayan / Perikanan 2.430
12 Industri 14
13 Konstruksi 11
14 Transportasi 51
15 Karyawan Swasta 123.620
16 Karyawan BUMN 2.566
17 Karyawan BUMD 273
18 Karyawan Honorer 2.215
19 Buruh Harian Lepas 29.293
20 Buruh Tani / Perkebunan 235
21 Buruh Nelayan / Perikanan 193
22 Buruh Peternakan 4
23 Pembantu Rumah Tangga 659
24 Tukang Cukur 35
25 Tukang Listrik 7
26 Tukang Batu 164
27 Tukang Kayu 328
28 Tukang Sol Sepatu 9
29 Tukang Las / Pandai Besi 103
30 Tukang Jahit 374
31 Tukang Gigi 4
32 Penata Rias 44
33 Penata Busana 3
34 Penata Rambut 66
35 Mekanik 890
36 Seniman 52
37 Tabib 1
38 Paraji 1
39 Imam Mesjid 10
40 Pendeta 160
41 Pastor 4
42 Wartawan 119
43 Ustadz / Mubalig 101
44 Juru Masak 12
45 Anggota DPD 2
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46 Walikota 1
47 Anggota DPRD Provinsi 2
48 Anggota DPRD Kab / Kota 22
49 Dosen 480
50 Guru 5.448
51 Pilot 3
52 Pengacara 86
53 Notaris 56
54 Arsitek 22
55 Konsultan 68
56 Dokter 747
57 Bidan 433
58 Perawat 976
59 Apoteker 134
60 Psikiater / Psikolog 5
61 Penyiar Televisi 1
62 Penyiar Radio 3
63 Pelaut 470
64 Peneliti 5
65 Sopir 3.960
66 Pialang 4
67 Pedagang 10.274
68 Perangkat Desa 2
69 Biarawati 11
70 Wiraswasta 20.329
71 Lainnya 1.015

JUMLAH 670.505

Berdasarkan tingkat pendidikanpada tahun 2019 sebagian besar

penduduk Kota Balikpapan adalah SLTA, yang mencapai 215.824. Data jumlah

penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PENDUDUK

(1) (2) (3)
1 Tidak / Belum Sekolah 153.706
2 Belum Tamat SD/Sederajat 48.330
3 Tamat SD 96.977
4 SLTP Sederajat 90.080
5 SLTA Sederajat 215.824
6 D I / D II 1.248
7 D III 17.683
8 S I 44.442
9 S II 2.176
10 S III 39

JUMLAH

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, 2019

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, 2019
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E. KONDISI EKONOMI
a. Potensi Unggulan Daerah

Sebagaimana telah diketahui bahwa sejarah berdirinya Kota Balikpapan

diawali dari adanya tambang konsesi Mathilda yang diperoleh J.H. Menten dan

kemudian berlanjut dengan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi juga

dikerjakannya pembangunan kilang minyak pada tahun 1897. Sejalan dengan

kegiatan tersebut Kota Balikpapan kian berkembang dengan pesat dan

menjadikan daya tarik bagi pencari kerja dari berbagai daerah, oleh sebab itu

pengembangan perekonomian Daerah juga sangat dipengaruhi dengan berbagai

kegiatan penunjang sektor minyak dan gas bumi selain sumber daya alam lain

yang ada di Kota Balikpapan saat itu.

Kota Balikpapan tidak memiliki potensi sumberdaya alam seperti di

Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur maupun Kabupaten/Kota lain di

Provinsi Kalimantan Timur, namun demikian potensi sumber daya kelautan,

khususnya perikanan masih potensial untuk dikembangkan, oleh sebab itu

pengembangan potensi unggulan daerah tidak lagi bertumpu pada sektor minyak

dan gas bumi, tetapi telah bergeser pada pengembangan hasil pertanian dan

industri olahan serta Jasa.

a.1. Potensi Sumber Daya Pertanian
Tabel 1.6.

Potensi Sumber Daya Pertanian

No SEKTOR PERTANIAN
UNGGULAN TAHUN 2019

(1) (2) (3)
1 Padi Sawah 220,4
2 Padi Ladang 3.0
3 Jagung pipil 624,0
4 Jagung Manis 4.120.000
5 Ubi Kayu / Singkong 12.032
6 Ubi Jalar 525
7 Kacang Tanah 48
8 Talas 444

Jumlah 4.133.896,4

a.2. Potensi Sumber Daya Kelautan

Perairan laut Balikpapan memiliki garis pantai lebih kurang 45,5

km, umumnya merupakan perairan yang terdiri dari pasir, lumpur dan

batu-batuan. Dengan wilayah tangkapnya seluas 337,805 km², disamping

itu masih tersedia kawasan high fishery sekitar 30-50 mil yang belum

terjangkau oleh nelayan. Keanekaragaman biota laut yang ada diperairan

Balikpapan antara lain adanya beberapa jenis ikan yang memiliki nilai

Sumber Data : Dinas Pangan, Pertanian dan PerikananKota Balikpapan, 2019

,
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ekonomi  tinggi seperti ikan Kakap, Kerapu, Baronang, Udang, Kepiting dan

rumput laut.

Pembangunan perikanan merupakan suatu sistem pembangunan

secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dan pendapatan pembudidaya ikan/nelayan melalui upaya

optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya ikan dengan menerapkan

ilmu pengetahun dan teknologi yang berwawasan lingkungan serta nilai

tambah hasil-hasil perikanan, disamping itu keterbatasan pasokan hasil

perikanan akan menjadikan ikan sebagai salah satu komoditi strategis.

Potensi perikanan laut untuk Kota Balikpapan mencakup seluas

337,805 km². Jumlah produksi perikanan laut dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 1.7.
Potensi Sumber Daya Perikanan Laut dan Darat

No Potensi Perikanan TAHUN
2018 2019

(1) (2) (3) (4)
1.

2.

Perikanan Laut:
Jumlah Tangkapan Ikan 4.145,05 ton 6.117,64 ton

Perikanan Budidaya
Jumlah produksi 186,78 63,45 ton

a.3. Potensi Industri, Perdagangan dan Koperasi

Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kaltim, sebagai kota

kolektor dan distributor mampu  menarik minat investor untuk

menanamkan modalnya di sektor industri. Perkembangan sektor industri di

Balikpapan menunjukkan peningkatan setiap tahun baik dari industri

besar, industri menengah dan kecil. Pertumbuhan ekonomi Balikpapan

disamping didorong perkembangan industri, juga dipacu dengan

pertumbuhan perdagangan serta lembaga keuangan non perbankan yaitu

koperasi.

Koperasi sebagai lembaga keuangan non bank juga sangat

mendorong tumbuhnya perekonomian di Kota Balikpapan, perkembangan

Koperasi di Kota Balikpapan yang memberikan kontribusi dalam

penyaluran dana usaha dan ekonomi kerakyatan, dapat ditunjukkan dalam

tabel berikut:

Sumber Data : Dinas Pangan, Pertanian dan PerikananKota Balikpapan, 2019
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Tabel 1.8.
Perkembangan Koperasi

Jenis Koperasi
TAHUN

2019

(1) (2)
Koperasi Aktif 458

Koperasi Tidak

Aktif
86

Jumlah 544

a.4. Potensi Pariwisata

Visi Kota Balikpapan sebagai Kota Industri, Perdagangan, Jasa

dan Pariwisata meletakan tujuan dan kebijakan pembangunan untuk

mencapai visi tersebut. Pembangunan sektor Pariwisata dilakukan dengan

jalan mengembangkan, memanfaatkan obyek wisata serta terus

meningkatkan daya tarik wisata seperti kekayaan alam, seni budaya, serta

peninggalan sejarah yang ada di Kota Balikpapan.

Potensi wisata yang dimiliki oleh Kota Balikpapan adalah pantai,

hutan dan taman alam serta tempat bersejarah. Sementara fasilitas

pariwisata seperti hotel, biro perjalan/transportasi maupun rumah makan

dan restoran terus dikembangkan guna menunjang pertumbuhan sektor

pariwisata.Berdasarkan hasil pendataan kunjungan  wisatawan oleh

Disporapar Kota Balikpapan, pertumbuhan kunjungan wisatawan manca

negara dan domestik keKota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.9.
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

No Wisatawan
Tahun

2019
(1) (2) (3)

1 Asing
Pertumbuhan

56.777 orang
20,27%

2 Domestik
Pertumbuhan

2.878.561, orang
1,46%

Jumlah 2.935.338 orang

b. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan rilis PDRB terakhir dari BPS Kota Balikpapan, struktur

perekonomian Kota Balikpapan masih didominasi lapangan usaha berbasis

Sumber Data : Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, 2019

Sumber Data : Disporapar Kota Balikpapan, 2019
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sumber daya alam, yaitu Industri Pengolahan (Migas), yang terlihat dari besarnya

peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kota Balikpapan.

Sumbangan terbesar pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri

Pengolahan sebesar 45,92persen, kemudian Konstruksi (16,04persen),

Transportasi dan Pergudangan (11,95persen) dan lapangan usaha Perdagangan

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,32persen). Sementara

peranan Lapangan Usaha lainnya di bawah 5 persen.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut

lapangan usaha (Miliar rupiah) di Kota Balikpapan tahun 2017-2019 dapat di

lihat sebagai berikut :

Tabel 1.10.
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan

usaha (Miliar rupiah) di Kota Balikpapan tahun 2017-2019

Lapangan Usaha/Industry 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture,

Forestry and Fishing 817.009,2 909.637,0 978.609,4

B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying 41.391,4 42.390,5 43.863,4
C Industri Pengolahan/Manufacturing 41.311.647,9 44.713.829,2. 47.018.512,3
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas 77.940,6 83.681,7 91.957,5
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and
Remediation Activities

72.812,1 76.626,3 82.262,0

F Konstruksi/Construction 13.112.536,9 14.919.042,2 16.427.567,3
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of
Motor Vehicles and Motorcycles

7.815.682,4 8.676.008,7 9.547.776,6

H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and
Storage 10.992.858,3 11.853.850,7 12.239.294,4

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/
Accommodation and Food Service Activities 1.605.053,0 1.835.785,8 2.031.892,8

J Informasi dan Komunikasi/Information and
Communication 2.853.185,3 3.091.565,8 3.383.138,1

K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance
Activities 3.295.827,7 3.587.442,6 3.803.001,0

L Real Estat/Real Estate Activities 1.801.336,2 1.958.732,3 2.028.385,4
M Jasa Perusahaan/Business Activities 276.232,4 294.795,4 304.513,8
N Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan

Sosial Wajib/Public Administration and Defence;
Compulsory Social Security

1.005.147,2 1.078.802,5 1,192.622,5

O Jasa Pendidikan/Education 1.373.533,0 1.531.613,0 1.653.624,4
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and

Social Work Activities 567.235,8 616.432,2 661.526,3

Q Jasa lainnya/Other Services Activities 697.099,3 787.291,4 900.486,7
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic
Product 87.716.528,8 96.057.527,3 102.391.034,1

Adapun Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga

Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2019 adalah sebagai

berikut :

Sumberdata :Bappedalitbang, Tahun 2019.
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Tabel 1.11.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2019

Lapangan Usaha/Industry 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture,

Forestry and Fishing 0,93 0,95 0,96

B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying 0,05 0,04 0,04
C Industri Pengolahan/Manufacturing 47,10 46,55 45,92
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas 0,09 0,09 0,09
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and
Remediation Activities

0,08 0,08 0,08

F Konstruksi/Construction 14,95 15,53 16,04
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of
Motor Vehicles and Motorcycles

8,91 9,03 9,32

H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and
Storage 12,53 12,34 11,95

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/
Accommodation and Food Service Activities 1,83 1,91 1,98

J Informasi dan Komunikasi/Information and
Communication 3,25 3,22 3,30

K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance
Activities 3,76 3,73 3,71

L Real Estat/Real Estate Activities 2,05 2,04 1,98
M Jasa Perusahaan/Business Activities 0,31 0,31 0,30
N Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan

Sosial Wajib/Public Administration and Defence;
Compulsory Social Security

1,15 1,12 1,16

O Jasa Pendidikan/Education 1,57 1,59 1,62
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and

Social Work Activities 0,65 0,64 0,65

Q Jasa lainnya/Other Services Activities 0,79 0,82 0,88
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic
Product 100,00 100,00 100,00

Adapun Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga

Konstan Menurut Lapangan Usaha Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2019 adalah sebagai

berikut :

Tabel 1.12.
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga Konstan menurut lapangan

usaha (Miliar rupiah) di Kota Balikpapan tahun 2017-2019

Lapangan Usaha/Industry 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture,

Forestry and Fishing 693.061,5 746,262,5 782,014,6

B Pertambangan dan Penggalian/Mining and
Quarrying 35.262,9 35.529,9 35.934,2

C Industri Pengolahan/Manufacturing 43.657.280,8 45.442.815,1 47.472.116,8
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D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas 66.169,7 69.496,3 76.027,2
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan

Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste
Management and Remediation Activities

54.639,5 55.725,6 58.994,4

F Konstruksi/Construction 8.943.483,4 9.510.131,5 10.176.792,1
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade;
Repair of Motor Vehicles and Motorcycles

6.155.721,3 6.551.791,7 6.936.740,6

H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and
Storage 5.978.044,8 6.283.542,0 6.337.254,2

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/
Accommodation and Food Service Activities 1.108.885,6 1.240.300,3 1.343.770,8

J Informasi dan Komunikasi/Information and
Communication 2.644.528,9 2.780.444,9 3.004.061,3

K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and
Insurance Activities 2.394.776,2 2.517.790,5 2.612.608,2

L Real Estat/Real Estate Activities 1.321.553,4 1.382.661,7 1.410.669,5
M Jasa Perusahaan/Business Activities 198.591,4 205.647,7 207.752,3
N Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and
Defence; Compulsory Social Security

894.679,3 940.397,4 1.000.206,7

O Jasa Pendidikan/Education 1.008.511,9 1.087.881,8 1.137,683,8
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health

and Social Work Activities 385.003,4 409.277,6 431.695,6

Q Jasa lainnya/Other Services Activities 491.885,0 534.098,9 580.565,5
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic
Product 76.032.079,1 79.793.795,4 83.604.887,6

Adapun Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga

Konstan Menurut Lapangan Usaha Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2019 adalah sebagai

berikut :

Tabel 1.13.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2019

Lapangan Usaha/Industry 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture,

Forestry and Fishing -1,13 7,68 4,79

B Pertambangan dan Penggalian/Mining and
Quarrying 0,60 0,76 1,14

C Industri Pengolahan/Manufacturing 3,56 4,09 4,47
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas 0,14 5,03 9,40
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan

Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste
Management and Remediation Activities

9,09 1,99 5,87

F Konstruksi/Construction 3,21 6,34 7,01
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade;
Repair of Motor Vehicles and Motorcycles

5,25 6,43 5,88

H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and
Storage 6,40 5,11 0,85

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/
Accommodation and Food Service Activities 8,87 11,85 8,34

J Informasi dan Komunikasi/Information and
Communication 7,96 5,14 8,04

K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and
Insurance Activities -0,19 5,14 3,77
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L Real Estat/Real Estate Activities 4,79 4,62 2,03
M Jasa Perusahaan/Business Activities 3,05 3,55 1,02
N Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and
Defence; Compulsory Social Security

-10,16 5,11 6,36

O Jasa Pendidikan/Education 7,06 7,87 4,58
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health

and Social Work Activities 6,53 6,30 5,48

Q Jasa lainnya/Other Services Activities 7,23 8,58 8,70
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic
Product 3,84 4,95 4,78

F. INDIKATOR KINERJA MAKRO
a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator untuk mengukur keberhasilan

dalam upaya membangun kualitas manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh

3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar

hidup layak. IPM dapat menetukan peringkat atau level pembangunan suatu

wilayah/negara.

Adapun Indeks Pembangunan Manusia di Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah

sebesar 80,11. Angka tersebut mengalami peningkatan dari sebelumnya di Tahun 2018

yaitu sebesar 79,81. Peningkatan tersebut tentunya didukung oleh seluruh elemen baik

dari Pemerintah, Swasta, maupun Masyarakat.

b. Angka Kemiskinan
Untuk mengukur Angka Kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan

memenuhi kebutuhan dasar. Dengan adanya pendekatan ini, kemiskinan dipandang

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan

dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis

kemiskinan. Balikpapan menempati urutan pertama sebagai kota dengan kemiskinan

terendah di Kalimantan Timur.

Adapun Angka Kemiskinan di Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah sebesar

2,42%. Presentase terbut mengalami penurunan sejak Tahun 2017 sebesar 2,82% dan

Tahun 2018 sebesar 2,64%. Penurunan tersebut merupakan hasil dari berjalannya

program kerja penanggulangan kemsikinan di masing-masing organisasi perangkat

daerah yang tergabung dalam tim penanggulangan kemsikinan daerah (TPKD). Program-

program tersebut diantaranya program bantuan modal usaha ekonomi kecil dan rumah

tangga, program Indonesia pintar, dan program perlindungan sosial lainnya.

c. Angka Pengangguran
Angka pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak

memliki pekerjaan. Angka pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan

jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.

Adapun Angka Pengangguran di Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah sebesar

7,29%. Berdasarkan data BPS per Agustus 2019 jumlah orang yang bekerja di Kota

Balikpapan adalah sebanyak 300.974 orang.Jumlah tersebut mengalami peningkatan
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dari Tahun sebelumnya yaitu sebanyak 280.297 orang. Penduduk Kota Balikpapan rata-

rata memiliki pekerjaan yang terbagi dalam beberapa Kategori yaitu Kategori A (sector

pertanian, kehutanan, dan perikanan) sebesar 3,27%, Kategori G (sector perdagangan

besar dan eceran) sebesar 23,58% dan didominasi oleh Kategori Jasa yaitu sebesar

73,15%.

d. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu

negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode

tertenu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas

produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan

daerah.

Adapun Pertumbuhan Ekonomi di Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah sebesar

4,78%. Angka tersebut mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya yaitu sebesar

4,97%. Hal tersebut dipengaruhi oleh melambatnya sector industry pengolahan terutama

pada minyak dan gas.Perlambatan terjadi dikarenakan oleh kinerja konstruksi yang

tertahan karena pengerjaan proyek-proyek nasional. Namun kondisi tersebut akan

membaik seiring berjalannya aktivitas tambang di Kalimantan Timur yang ikut

mendorong aktivitas sector pedagangan dan trasportasi. Dari segi pengeluaran,

pelambatan ekonomi Balikpapan  bersumber pada melemahnya ekspor bersih antar

daerah.

e. Pendapatan Perkapita
Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di

suatu Daerah.Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu

daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut.

Adapun Pendapatan Perkapita di Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah sebesar

Rp. 151.730.000,00. Pendapatan perkapita Kota Balikpapan Tahun 2019 tercatat

tertinggi ketiga di Provinsi Kalimantan Timur.Angka tersebut mengalami peningkatan

seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja dan menurunya jumlah kemiskinan

di Kota Balikpapan sepanjang Tahun 2019.

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio gini)
Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima

masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan yang lebih besar antar golongan dalam

masyarakat tersebut.

Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) di Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah

sebesar 0,31, sedangkan pada Tahun 2018 adalah sebesar 0,32. Angka tersebut

mengalami penurunan sepanjang Tahun 2019 diikuti dengan penurunan Angka

Kemiskinan, Angka Pengangguran dan mengingkatnya jumlah pendapatan perkapita di

Kota Balikpapan,
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BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Kota Balikpapan jangka panjang 20 tahun kedepan

sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Kota Balikpapan Tahun 2005–2025. Penetapan Visi dan Misi jangka panjang

tersebut setelah menerima banyak masukkan dari berbagai pihak khususnya

pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Kota Balikpapan yang lalu. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya antar

lain:analisis kondisi umum Daerah yang berlaku saat ini, prediksi  kondisi

umum Daerah yang diperkirakan akan berlaku dimasa mendatang, mandat

masyarakat dan pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat tentang

kemana arah dan kebijakan Kota hendak dituju pada masa yang akan datang.

Visi jangka panjang Kota Balikpapan untuk 20 tahun kedepan, adalah

“Terwujudnya Balikpapan sebagaiKota Lima Dimensi: Jasa, Industri,
Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan &Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman.”

Kota Jasa

Sejak awal perkembangannya sampai dengan saat ini dan perkembangan

Balikpapan kedepan dapat dipastikan bahwa kota ini berkembang sebagai Kota

Jasa. Keberadaan infrastruktur berbagai moda perhubungan, keberadaan

kantor-kantor pelayanan skala Kalimantan Timur dan Kalimantan, ketiadaan

sumber daya alam yang dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang

perkotaan lainnya memperkuat fungsi Kota Balikpapan sebagai Kota Jasa. Skala

pelayanan jasa KotaBalikpapan tidak hanya meliputi lingkup Provinsi

Kalimantan Timur tetapi juga meliputi wilayah Kalimantan bahkan Indonesia

bagian Timur. Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur

perhubungan pada saat ini akan semakin memperluas jaringan lingkup

pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya intensitas berbagai

pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun

internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (Meeting,

Incentive, Conference and Exhibition).

Kota Industri

Pengeboran minyak pertama di sumur Mathilda oleh perusahaan JH

Menten dan Firma Samuel And Co pada tanggal 10 Februari 1897, merupakan

momentum penting bagi Balikpapan untuk menjadi Kota Industri yang sampai
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dengan saat ini berkembang menjadi industri pengolahan minyak terbesar diluar

pulau jawa. Keberadaan kilang minyak ini berperan strategis untuk mensuplai

kebutuhan migas khususnya di Indonesia Timur. Dalam perkembangannya

kegiatan industri di Kota Balikpapan semakin tumbuh baik kegiatan industri

yang mendukung industri pengolahan minyak tersebut maupun kegiatan

industri lainnya seperti industri galangan kapal, perkayuan, bahan bangunan

dan lain-lain.

Dipersiapkannya lahan seluas 9 ha untuk relokasi industri tahu tempe

dan industri kecil lainnya serta ditetapkannya Kawasan Industri Kariangau pada

RTRW 2005-2015 seluas 2.189 ha dan lebih diperluas lagi menjadi 2.721 ha

pada RTRW 2012-2032 akan semakin memperkuat posisi Kota Balikpapan

sebagai Kota Industri.

Kota Perdagangan

Fungsi Kota Balikpapan sebagai Kota perdagangan diawali dari para

saudagar bugis yang melakukan aktivitas perdagangan di kawasan pesisir

kampung baru. Kemudian dibangun dan difungsikannya pelabuhan Semayang

Balikpapan sebagai pintu masuk dan keluarnya barang, orang dan jasa serta

berkembangnya berbagai fasilitas perdagangan di Kota Balikpapan semakin

memperkuat fungsi Balikpapan sebagai Kota Perdagangan. Fungsi pelayanan

perdagangan Kota Balikpapan tidak hanya mencakup wilayah Balikpapan tetapi

mencakup pula wilayah Kalimantan Timur. Dibangunnya dan dikembangkannya

pelabuhan peti kemas kariangau dan diperluasnya berbagai fasilitas bandar

udara sepinggan akan semakin memperluas cakupan pelayanan perdagangan

Kota Balikpapan.

Kota Pariwisata

Keberadaan Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dan

kota transit mendorong kota ini berkembang menjadi Kota Pariwisata, yang pada

awalnya lebih berfungsi sebagai pendukung sektor pariwisata wilayah

Kalimantan Timur. Oleh karena itu di Kota Balikpapan banyak tersedia fasilitas

penginapan dan restoran serta berkembangnya bisnis biro perjalanan. Posisi

geografis Balikpapan yang memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 45,6 km,

banyaknya peninggalan sejarah di kota ini dan komitmen yang kuat untuk

menjaga kelestarian lingkungan hidup mengarahkan Balikpapan

mengembangkan berbagai objek pariwisata. Rencana pembangunan coastal road,

pengelolaan Teluk Balikpapan dan pelestarian mangrove dan pesisir pantai akan

semakin menumbuh kembangkan sektor pariwisata Kota Balikpapan.
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Kota Pendidikan & Budaya

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk

menjadikan warga Kota Balikpapan menjadi tuan di rumah sendiri, Pemerintah

Kota Balikpapan berkomitmen untuk mengembangkan berbagai lembaga dan

fasilitas pendidikan. Ditetapkannya Balikpapan sebagai Kota vokasi Pemerintah

Kota mengembangkan sekolah-sekolah menengah kejuruan dan SMK Model serta

membangun Politeknik Balikpapan. Komitmen Pemerintah Kota ini didukung

pula oleh peran sektor swasta yang juga turut mengembangkan lembaga

pendidikan yang cukup berkualitas baik formal maupun informal. Pada

perkembangan selanjutnya Politeknik Balikpapan didukung Pemerintah pusat

menjadi Politeknik Negeri. Dorongan dari Pemerintah Pusat untuk membangun

dan mengembangkan Institut Teknologi Kalimantan akan semakin memperkuat

peran dan fungsi pelayanan Kota Balikpapan sebagai kota pendidikan.

Heterogenitas penduduk Kota Balikpapan merupakan potensi

berkembangnya Balikpapan sebagai Kota Budaya. Keberadaan ratusan

paguyuban yang tumbuh di kota ini, berikut pembinaannya yang dilakukan

pemerintah kota serta dibangunnya fasilitas gedung kesenian, merupakan pilar-

pilar yang menopang Balikpapan sebagai Kota Budaya.

Madinatul Iman
Madinatul Iman bermakna bahwa Balikpapan menjadi pusat peradaban

maju dengan landasan Iman sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.

Madinah (Madinat) atau madani mengandung makna suatu kota yang

masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan

pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi

masyarakat yang majemuk (multi etnis, multi agama dan multi budaya).

Masyarakat dalam Madinatul Iman merupakan Masyarakat Madani atau

masyarakat yang berperadaban maju yang didukung oleh pemerintahan yang

baik, dan menjadikan Iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai

landasan dalam seluruh gerak pembangunan.

Untuk mewujudkan visi jangka panjang tersebut maka ditetapkan visi

jangka menengah yang merupakan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk 5

(lima) tahun yang akan datang yaitu tahun 2016 – 2021, yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Balikpapan Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan

Nomor 10 Tahun 2016, sebagai acuan operasional pelaksanaan Program dan

Kegiatan tahunan, yaitu:

"MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG

NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN"
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Penjelasan visi diatas dapat dijelaskansebagai berikut:

a. Kota Balikpapan sebagai Kota Terkemukaadalah suatu kondisi kota yang
berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan
(darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan
swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan
Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas
penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan
maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan
juga diharapkan berkembang menjadi kota yang unggul di Bidang Industri,
Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan, & Budaya baik dalam Skala
Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian
terbaru dalam kawasan Coastal Road, pengembangan pusat pendidikan
teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama
Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian
Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan
Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasidaerah serta
pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagaidestinasi
ekowisata Kalimantan Timur.Pesatnya pembangunan dan pengembangan
infrastruktur akan semakinmemperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota
Balikpapan kedepan.Tingginya intensitas berbagai pertemuan, pameran dan
konferensi baik skalaregional, nasional maupun internasional menjadikan
Kota Balikpapan dikenalsebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Conference
and Exhibition) yangmemperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai
kota terkemuka.

b. Nyaman Dihuni, adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kotayang
nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas
yangdilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan,
prasarana, tataruang, dll) maupun aspek nonfisik (hubungan sosial, aktivitas
ekonomi, dll).Prinsip-prinsip dari Livable City diantaranya:
1) Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian

yanglayak, air bersih, listrik);
2) Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi

publik,taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah);
3) Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan

berinteraksi;
4) Keamanan, bebas dari rasa takut;
5) Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
6) Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

c. Kota Balikpapan sebagai kota yang Berkelanjutan adalah suatu kondisi kota
yang memiliki identitas berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan
budaya lokal. Bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat
membuat layanan kota akan semakin tidak efektif, kecuali kota dapat
memberikan fasilitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara
keseluruhan yang tinggal di kota. Oleh karena itu, Kota Balikpapan
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harusdapat mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani
penduduknya dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Kemampuan
untuk menyediakan fasilitas layanan infrastruktur untuk mewadahi aktivitas
masyarakat sehari-hari di Kota Balikpapan akan menimbulkan rasa nyaman
bagi seluruh penduduk Kota Balikpapan.

Perkembangan kota yang pesat akan membuat terjadinya perubahan
lingkungan. Oleh karena itu, ke depan, pengelolaan Kota Balikpapan harus
berkesinambungan dengan sistem ekologi dan kenyamanan hidup bagi
masyarakat Kota Balikpapan. Upaya peningkatan kualitas hidup bagi
masyarakat yang tinggal di kota Balikpapan terkait dengan kemampuan
mereka untuk mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air bersih,
dan sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan
kerja dan ruang terbuka hijau. KonsepLivable Citysesungguhnya merupakan
representasi Sustainable City yang merupakan kemampuan untuk
mempertahankan (dan meningkatkan) kualitas hidup yang dibutuhkan oleh
masyarakat Kota Balikpapan.

d. Madinatul Iman,mengandung makna sebagai suatu sistem sosial yang
tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral dan menjamin
kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat.
Kestabilan masyarakat mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala
bidang penyelenggaraan pemerintahandengan mengacu pada peraturan
perundangan-undangan, dan menjadi tatanan masyarakat yang beriman,
sejahtera, religius dan berperadaban maju.Kota yang masyarakatnya
berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang
umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang
majemuk, yang didukung kepemerintahan yang baik, dan menjadikan iman
sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh
gerak pembangunan. Madinatul Iman juga dapat diartikan sebagai kota
berperadaban maju dan modern, hidup sejahtera dan bahagia, dalam nuansa
kota beriman dengan mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa, beramal
shaleh, berbudaya, taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia serta
membangun masyarakat yang berprestasi, pekerja keras, kreatif, inovatif,
mandiri dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, indah aman dan
nyaman.

Hubungan antara permasalahan/isu strategis dengan visi yang dicita-
citakan dapat dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Korelasi Isu Strategis dengan Visi

Isu Strategis Yang akan dicapai
padaTahun 2021 Visi

 Peningkatan daya saing
perekonomian Daerah yang
berwawasan lingkungan (green
economy).

Kota terkemuka
Mewujudkan

Balikpapan sebagai kota
terkemuka

yang nyaman dihuni
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Isu Strategis Yang akan dicapai
padaTahun 2021 Visi

 Peningkatan kualitas daya
saing sdm daerah,
pengendalian kuantitas
penduduk dan perluasan
lapangan kerja.

dan
berkelanjutan menuju

madinatul iman





Peningkatan ketersediaan
infrastuktur yang berorientasi pada
konsep hijau (green city).
Pengelolaan lingkungan hidup
yang berkelanjutan serta
adaptif terhadap perubahan
iklim dan berketahanan
bencana.

Kota Nyaman dihuni dan
berkelanjutan

 Pemantapan reformasi birokrasi
untuk mewujudkan tata kelola
kepemerintahan yang baik dalam
rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Madinatul Iman

Berdasarkan penjelasan visi di atas, pencapaian visi pemerintah daerah
bisa didekati dengan berbagai pendekatan dan instrumen pembangunan daerah
terkait tolok ukur kinerja yang menjadi patokan atau representasi perwujudan
visi dan pelaksanaan misi. Dalam Lampiran III Permendagri Nomor 54 Tahun
2010, terkait tentang arsitektur kinerja pembangunan daerah, disebutkan bahwa
tolok ukur kinerja mewujudkan visi dan pelaksanaan misi bisa direpresentasikan
melalui beberapa indikator pembangunan daerah, dengan beragam tingkat
dampak (impact). Tingkat dampak ini memberikan gambaran indikator
keberhasilan pembangunan daerah yang bersifat makro dan diperoleh dari
pencapaian berbagai program prioritas yang terkait.Indikator makro
pembangunan daerah Kota Balikpapan sebagai tolok ukur dan representasi atas
keberhasilan perwujudan visi dan pelaksanaan misi pemerintah daerah periode
tahun 2016-2021, perkiraannya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Balikpapan

Tahun 2016-2021

No Indikator Satuan

Kondisi
Awal
Tahun
2015

Target Capaian Tahunan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1
Rata-rata Lama
Sekolah

Tahun 10,43 10,43 10,45 10,47 10,49 10,51 10,53

2
Angka Harapan Lama
Sekolah

Tahun 13,73 13,73 13.73 13.93 14.73 14.93 15.73

3 Usia Harapan Hidup Tahun 73,95 73,95 73.96 73.97 73.99 74.00 74.04

4
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (TPT)

% 5,95% 5,95% 5,55% 5,30% 5,05% 4,85% 4.55%

5
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja

% 62,50% 62,50% 63,28% 63,68% 64,09% 64,50% 64,92%

6 IPM 78.18 78.18 78.33 78.73 79.13 79.53 79.53

7 Tingkat Kemiskinan % 2.35% 2.35% 2.34% 2.33% 2.32% 2.31% 2.30%
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No Indikator Satuan

Kondisi
Awal
Tahun
2015

Target Capaian Tahunan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

8
Indeks Pembangunan
Gender

Indeks 90,1 90,1 91 91 92 92 92

9
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

Indeks 58,58 58,58 59,18 59,50 59,82 60,14 60,46

10 Livable City Index Indeks 71,12 71,12 72.5 73 73.5 74 74.5

11
Indeks Kepuasan
Layanan Infrastruktur
Dasar

Indeks 73,40 73,40 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00

12 Indeks Gini Ratio Indeks 0,34 0,34 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30

13 PDRB perkapita Rp
Rp. 122,46

(Juta)
Rp. 122,46

(Juta)
Rp.137,5
1 (Juta)

Rp.143,3
3 (Juta)

Rp.151,1
5 (Juta)

Rp. 156,97
(Juta)

Rp. 163,25
(juta)

14 PDRB Non Migas Rp
Rp.33,03
(Triliun)

Rp.33,03
(Triliun)

Rp.42,62
(Triliun)

Rp.67,46
(Triliun)

Rp.48,65
(Triliun)

Rp.52,45
(Triliun)

Rp.56,80
(Triliun)

15
Opini Laporan
Keuangan

Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

16
Indeks Persepsi
Korupsi

Indeks 6,62 6,62 6.62 6.70 6.75 6.80 6.90

17
Survey Kepuasan
Masyarakat

Indeks 79,36 79,36 79.56 79.76 79.96 80.16 80.36

18 Nilai Evaluasi LAKIP Kategori CC B (65-67) B (67-69) B(69-71) B(71-73) BB(73-74) BB(75)

19 Penilaian Kepatuhan Nilai 50 50 55 65 70 75 79

20
Indeks Profesionalitas
ASN

Indeks 82 82 83 84 85 86 87

Guna mencapai visi, maka ditetapkan pula misi Kota Balikpapan, misi
adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran
visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan.
Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk
memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin
dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.
Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan
faktor-faktor lingkungan strategis, baik internalmaupun eksternal yang
mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada
dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau
langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, tetap
berada dalam kerangka melanjutkan, memperkuat dan memantapkan
pencapaian pembangunan periode sebelumnya, yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing tinggi;

2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
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3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Uraian keterkaitan visi dengan misi serta penjelasan misi bisa dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Penjelasan Misi Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

Visi Misi Penjelasan Misi

Mewujudkan
Balikpapan
sebagai kota
terkemuka

yang nyaman
dihuni dan

berkelanjutan
menuju

madinatul
iman

Meningkatkan
sumber daya
manusia yang

berkualitas dan
berdaya saing

tinggi;

Meningkatkan kondisi sosial dan budaya
masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya,
beretos kerja tinggi, berkemampuan/memiliki
kompetensi yang tinggi, sehat, dan cerdas berbasis
pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam
rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir
dan batin.Prioritas pembangunan diharapkan pada
tercapainya peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang semakin unggul dan berkarakter,
ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan
dan kesejahteraan yang makin baik serta
penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur
budaya dan agama.

Mewujudkan
kota layak huni

yang berwawasan
lingkungan;

Menetapkan tata kelola untuk memantapkan
Balikpapan menjadi kota layak huni yang aman dan
nyaman(liveable city) dengan memantapkan
penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat
perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik,
sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik,
fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas
pendidikan) yang memadai, berkualitas dan
berkelanjutan yang  antisipatif terhadap perubahan
iklim dan bencana (green city) dengan
mengedepankan pengolahan sampah terpadu (zero
waste) serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
minimal 30% dariluaskota, serta meningkatkan
partisipasi masyarakat (komunitas hijau).

Meningkatkan
infrastruktur kota
yang representatif;

Menyediakan infrastruktur untuk semua baik
pengguna infrastruktur maupun pemerataan
kewilayahan yang mendukung pengembangan
wilayah dan aksesibilitas Kota Balikpapan melalui
pembangunan jalan dan infrastruktur transportasi
berkelanjutan dengan mendorong penggunaan
transportasi bukan kendaraan bermotor (non
motorized vehicle) yaitu jalur pejalan kaki dan jalur
sepeda serta mendorong penggunaan transportasi
massal.
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Visi Misi Penjelasan Misi

Mengembangkan
ekonomi

kerakyatan yang
kreatif;

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif
dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang
berwawasan lingkungan (green economy) dan
berkeadilan. Pengembangan potensi sektor unggulan
daerah berfokus pada industri pengolahan yang
mengolah bahan mentah sumber daya alam menjadi
produk turunan sehingga memberikan nilai tambah
tinggi, perdagangan dan jasa, serta pariwisata.
Peningkatan daya saing perekonomian Kota
Balikpapan tetap memperhatikan kearifan lokal
disertai semakin besarnya peranan usaha mikro,
kecil, menengah dan koperasi, dan partisipasi aktif
segenap pemangku kepentingan dalam pengelolaan
aktivitas ekonomi yang tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup.

Mewujudkan
penyelenggaraan

tata kelola
pemerintahan

yang baik

Mewujudkan pemerintahan yang baik, kapasitas
daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka
optimalisasi kinerja pelayanan publik dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam
suasana politik yang demokratis berdasarkan pada
semangat penegakan supremasi hukum dan HAM;
daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram;
dengan prioritas terjadi perbaikan yang signifikan
dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan,
ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan
keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas
aparatur daerah, yang pada akhirnya akan
meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah
Kota Balikpapan dalam menjalankan pemerintahan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu
strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.Rumusan tujuan dan
sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi
pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.Hasil perumusan
tujuan pembangunan Kota Balikpapan tahun 2016-2021 dan keterkaitannya
dengan misi pembangunan Kota BalikpapanTahun 2016-2021disajikan pada
tabel berikut:

Tabel 2.4
Tujuan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

NO MISI NO TUJUAN

1

Meningkatkan sumber
daya manusia yang
berkualitas dan berdaya
saing tinggi;

1
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang
cerdas intelektual, cerdas emosional,
cerdas spiritual dan berdaya saing

2 Mewujudkan Masyarakat yang sehat
jasmani dan rohani secara berkelanjutan

3

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang
berkualitas melalui pengembangan
partisipasi yang menyeluruh dan
berkesinambungan
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NO MISI NO TUJUAN

2
Mewujudkan kota layak
huni yang berwawasan
lingkungan;

4 Meningkatkan kualitas kota yang
berwawasan lingkungan

3
Meningkatkan
infrastruktur kota yang
representatif;

5 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur

4 Mengembangkan ekonomi
kerakyatan yang kreatif;

6 Menggerakkan sendi-sendi Perekonomian
Masyarakat

7 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau

5

Mewujudkan
penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan yang
baik.

8
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan
yang baik dan penyediaan layanan publik
yang prima

Tujuan 1:
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas
emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing.

Sumber daya manusia menjadi komponen utama dalam pelaksanaan
pembangunan sekaligus penentu keberhasilan pembangunan daerah. SDM yang
berkualitas tidak hanya cerdas intelektual, namun juga harus cerdas emosional
dan cerdas spiritual sehingga kombinasi ketiga kecerdasan tersebut akan
menghasilkan SDM yang berdaya saing dan membentuk smart people atau
masyarakat cerdas. Sektor pembangunan yang paling berpengaruh terhadap
sumber daya manusia adalah pendidikan. Pembangunan pendidikan Kota
Balikpapan pada tahun 2017 diperluas pada konsep pendidikan berbasis IPTEK
dan berlandaskan IMTAQ yang diarahkan pada  Peningkatan Kualitas
Pendidikan nonformal berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ, Perluasan
subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik usia sekolah, peningkatan kualitas
dan kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan dan peningkatan
kualitas dan kuantitas SARPRAS Pendidikan. Pendidikan non formal berbasis
IPTEK dan berlandaskan IMTAQ akan diwujudkan melalui upaya pemenuhan
kebutuhan sarana prasarana belajar berbasis IT di beberapa sekolah dan
penerapan muatan lokal yang berbasis IMTAQ di semua jenjang pendidikan di
Kota Balikpapan, pemberian insentif guru PAUD dan insentif ustadzh/ustadzah.
Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik diharapkan memperluas
akses pendidikan untuk semua penduduk umur sekolah terutama keluarga
kurang mampu melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan
Siswa Miskin, Beasiswa Stimulan Pendidikan dan Hibah bantuan pembangunan
sarana prasarana sekolah swasta. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui kualifikasi guru,
sertifikasi guru serta pelatihan pengelolaan anggaran dan manajemen sekolah
bagi tenaga kependidikan.

Sasaran dari tujuan diatas adalah Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
Target dari sasaran ini yang akan dicapai pada RPJMD 2016-2021 yaitu :

Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan 10,45 Tahun dari pencapaian
baseline tahun 2015 adalah 10,43 Tahun. Artinya capaian kinerja kualitas
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pendidikan terhadap visi dan misi ke-1  pada indikator rata-rata lama sekolah
memberikan pengaruh peningkatan (+) sebesar 0,2 tahun pada Tahun 2021.
Diharapkan pada tahun 2021 seluruh usia sekolah di Kota Balikpapan dapat
sampai pada tingkat pendidikan menengah yang mendukung program
pendidikan 12 tahun sebagai Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur.

Angka Harapan Lama Sekolah ditargetkan 15,73tahun dari pencapaian
baseline tahun 2015 adalah 13,73tahun. Artinya capaian kinerja kualitas
pendidikan terhadap visi dan misi ke-1  pada indikator angka harapan lama
sekolah memberikan pengaruh peningkatan (+) sebesar 2 (dua) tahun pada
tahun 2021. Target pencapaian pada tahun 2021 ini akan mendukung
peningkatan IPM Kota Balikpapan.

Terkait capaian sasaran kualitas pendidikan pada Indikator Sasaran
rata-rata Lama sekolah dengan peningkatan sebesar 0,2 tahun dan indikator
sasaran angka harapan lama sekolah dengan peningkatan sebesar 2 Tahun.
Target dan capaian setiap strategi adalah sebagai berikut :

Strategi Pengembangan Pola Pendidikan berbasis IPTEK dan IMTAQ.
Strategi Pengembangan Pola Pendidikan berbasis IPTEK dan

berlandaskan IMTAQ merupakan cara memolakan pendidikan 12 tahun secara
berjenjang bagi siswa disetiap sekolah untuk mampu menyerap IPTEK dan
mengimplemantasikan IMTAQ secara tuntas. Sejalan hal tersebut, pola
Pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ memiliki maksud
menciptakan sumber daya manusia yang memiliki ilmu dan teknologi yang
mampu mewujudkan kreatifitas dan inovasi yang berkelanjutan dengan
didasarkan atas nilai keimanan dan budi pekerti luhur dalam pembangunan
masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan (berbasis TIK) 12
Tahun yang Terjangkau.

Strategi peningkatan akses layanan pendidikan (berbasis TIK) 12 Tahun
yang terjangkau merupakan cara pemerintah kota untuk mencapai sasaran
kualitas pendidikan seperti hanya strategi mengembangkan pola pendidikan
berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ. Strategi ini memiliki penekanan pada
akses layanan pendidikan dalam ruang lingkup Teknologi Informasi dan
Komunikasi (disingkat “TIK”) yang diarahkan untuk e-pembelajaran dan e-
administrasi.

Berdasarkan hal diatas, bahwa strategi peningkatan akses layanan
pendidikan (berbasis TIK) 12 Tahun yang terjangkau sangat penting untuk
diimplementasikan secara luas jejaringnya dalam menghubungkan semua
satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dan semua kantor
pemerintahan yang menangani bidang pendidikan baik di pusat maupun di
daerah.

Strategi Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan.
Strategi peningkatan mutu pendidikan merupakan strategi yang

berkelanjutan dengan tujuan memperbaiki mutu pendidikan pada tiap periode
waktu perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
Sehubungan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tersebut
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perlu direncanakan secara baik dan tepat sasaran agar penyelenggaraan bukan
semata-mata bersifat input oriented yang bersandar kepada asumsi bahwa
bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku
(materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan
guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga
pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu
sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output kurang dapat
memberikan perbaikan yang signifikan pada mutu penyelenggaraan pendidikan
karena tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan
hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.

Tujuan 2:
Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara
berkelanjutan

Salah satu sektor yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan sumber
daya manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional dan cerdas spiritual dan
berdaya saing adalah faktor kesehatan. Masyarakat yang sehat  jasmani sangat
mendukung pembentukan manusia cerdas intelektual, sedangkan cerdas
emosional dan cerdas spiritual membutuhkan jiwa yang sehat.

Sasaran tujuan tersebut adalah meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang berkelanjutan. Kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
diharapkan tercapai melalui strategi peningkatan aksesbilitas, kualitas dan
manajemen pelayanan kesehatan dengan rumusan operasional akan dilakukan
dengan peningkatan upaya promotif dan preventif melalui lembaga dan pengelola
kesehatan masyarakat, peningkatan manajemen layanan kesehatan di tingkat
FKTP dan rujukan dan optimalisasi regulasi pelayanan kesehatan. Peningkatan
aksesbilitas dimaksudkan untuk kemudahan seluruh lapisan masyarakat
mengakses layanan kesehatan tanpa diskriminasi.Kualitas pelayanan kesehatan
difokuskan kepada ketersediaan dan profesionalisme sumber daya manusia serta
sarana prasarana kesehatan.Manajemen pelayanan kesehatan diharapkan
masyarakat semakin pasti dan mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan
yang cepat, tanggap, akurat dan nyaman.

Sasaran dari tujuan Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan
rohani secara berkelanjutan adalah meningkatkan derajat kesehatan dengan
target yang akan dicapai pada RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a. Usia Harapan Hidup ditargetkan 73,96 Tahun dari pencapaian
indikator sasaran baseline tahun 2015 adalah 73,95 Tahun. Artinya
Capaian Sasaran Kinerja Derajat Kesehatan terhadap visi dan misi
ke-1 pada indikator Angka Usia Harapan Hidup memberikan
pengaruh peningkatan (+) sebesar 0,09 tahun pada Tahun 2021.

b. Angka Kematian Bayi (AKB) ditargetkan 1 per 1000 kelahiran hidup
pada tahun 2021 dari pencapaian baseline tahun 2015 adalah 6 per
1000 kelahiran hidup.

c. Angka Kematian Ibu (AKI) ditargetkan 60 jiwa pada tahun 2021 dari
pencapaian baseline tahun 2015 adalah 72 jiwa kelahiran hidup.
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Artinya Capaian Sasaran Kinerja Derajat Kesehatan terhadap visi dan
misi ke-1 pada indikator Angka Kematian Ibu (AKI) memberikan
pengaruh penurunan (-) sebesar 12 jiwa pada tahun 2021.

Strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
berkelanjutan adalah Pengembangan Pola Hidup Sehat dan Peningkatan
Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan.Pembangunan
kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat,
yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan
harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber
daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran
penting  dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai permasalahan
penting antara lain disparitas status kesehatan; beban ganda penyakit; kualitas,
pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; pelindungan masyarakat
di bidang obat dan makanan; serta perilaku hidup bersih dan sehat.Beberapa
masalah penting lainnya yang perlu ditangani segera adalah peningkatan akses
penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, penanganan masalah gizi
buruk, penanggulangan wabah penyakit menular, pelayanan kesehatan di
daerah bencana, dan pemenuhan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan.

Langkah-langkah yang telah ditempuh adalah peningkatan akses
kesehatan terutama bagi penduduk miskin melalui pelayanan kesehatan gratis;
peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk polio
dan flu burung; peningkatan kualitas, keterjangkauan dan pemerataan
pelayanan kesehatan dasar; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga
kesehatan; penjaminan mutu, keamanan dan khasiat obat dan makanan;
penanganan kesehatan di daerah bencana; serta peningkatan promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan strategi aksesbilitas kesehatan, Pemerintah Kota
bersama jajarannya dalam hal ini tanggungjawab berada pada SKPD Dinas
Kesehatan berusaha mengembangkan dan mengoptimalkan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat Kota Balikpapan seperti pelaksanaan Jamkesda,
JPK-PNS, Jaminan kesehatan bagi keluarga miskin dan kurang mampu.

Sejalan hal tersebut, pelayanan kesehatan masyarakat memerlukan
pengaturan yang baik, agar tujuan tiap kegiatan atau program itu tercapai
dengan baik.  Proses pengaturan kegiatan ilmiah atau ilmu seni tentang
bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif serta rasional
untuk mencapai tujuan ini disebut manajemen, sedangkan untuk mengatur
kegiatan – kegiatan atau pelayanan kesehatan masyarakat disebut “ Manajemen
Pelayanan Kesehatan Masyarakat “. Pelayanan kesehatan yang diberikan adalah
pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan
keperawatan.Pelayanan yang dilakukan di Rumah sakit meliputi; gawat darurat,
rawat jalan dan rawat inap, sedangkan di Pukesmas hanya pelayanan; gawat
darurat (kearah pertolongan pertama) dan rawat jalan.

Sesuai dengan reformasi dibidang kesehatan melalui Paradigma Sehat,
pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun di Puskesmas lebih difokuskan
pada upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif) dengan
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tidak mengabaikan upaya kuratif-rehabilitatif.  Selain itu,  pelayanan kesehatan
di rumah sakit dan puskesmas bukan hanya kepada individu (pasien), tetapi
juga keluarga dan masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan yang dilakukan
merupakan pelayanan kesehatan yang paripurna (komprehensif dan holistik).
Berdasarkan penjelasan diatas, Pemerintah Kota Balikpapan menyusun strategi
Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan yang
dirumuskan dalam rumusan operasional berdasarkan strategi tersebut yaitu:

a. Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui lembaga dan
pengelola kesehatan masyarakat difokuskan pada pelayanan
puskesmas dan tenaga kesehatan yang ada di masyarakat termasuk
kelompok perempuan;

b. Peningkatan manajemen layanan kesehatan di tingkat FKTP dan
Rujukan harus ditingkatkan sehingga masyarakat yang
membutuhkan pelayanan dapat dilayani dengan cepat, tanggap,
akurat dan nyamandan;

c. Optimalisasi regulasi Pelayanan Kesehatan sangat diperlukan untuk
kepastian dan kenyamanan layanan.

Tujuan 3:
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan
partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan

Kesejahteraan masyarakat secara harfiah sangat dipengaruhi oleh
kemampuan pemenuhan sandang, pangan dan papan.Untuk dapat memenuhi
sandang, pangan dan papan, masyarakat harus mempunyai penghasilan yang
diperoleh dari usaha dan pekerjaan.Selain itu pemerataan kesejahteraan
akansangat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang
akhirnya berpengaruh pada kualitas kehidupan masyarakat.Pengembangan
partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan diarahkan pada semakin
tingginya kesadaran seluruh unsur masyarakat bahwa untuk mewujudkan
kehidupan masyarakat yang berkualitas dibutuhkan peran masyarakat luas dan
bukan hanya tanggungjawab pemerintah.Masyarakat harus memiliki daya juang
tinggi dan pantang menyerah untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan
kehidupan dengan mengedepankan nilai-nilai spiritual.Lembaga-lembaga
masyarakat berperan aktif membangun masyarakat untuk mampu membantu
sesamanya.Dunia usaha meningkatkan rasa solidaritas dan penghargaan kepada
masyarakat dan lingkungan sekitarnya.Upaya pembentukan karakter tersebut
harus dilakukan menyeluruh dan berkesinambungan sehingga terwujud Kota
Balikpapan yang madani.

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah
menurunnya jumlah pengangguran serta meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penurunan
jumlah pengangguran menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat usia
kerja yang bekerja dan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhan
kehidupan yang berarti mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat itu sendiri, untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan difokuskan pada
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pengendalian kependudukan, penurunan tingkat kemiskinan dan kesetaraan
gender.

Sasaran dari tujuan Mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan
masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang
menyeluruh dan berkesinambungan, adalah menurunnya jumlah pengangguran
dan meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh
dan berkelanjutan.Target sasaran menurunnya pengangguran yang akan dicapai
pada RPJMD 2016-2021 adalah :

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan 7,93 % dari
pencapaian baseline Indikator Sasaran tahun 2016 adalah 7,95 %
artinya Capaian kinerja pada tahun 2021 direncanakan mengalami
penurunan sebesar 0,02%. Terkait hal ini Pemerintah Kota
Balikpapan perlu mengambil langkah preventif dan bekerja
kerasuntuk meningkatkan investasi dalam rangka perluasan
lapangan kerja. Untuk mengantisipasi peningkatan TPT dibutuhkan
dan arah kebijakan.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ditargetkan 67,32 % dari
pencapaian baseline Indikator Sasaran tahun 2015 adalah 66,42 %
artinya Capaian kinerja pada tahun 2021 direncanakan mengalami
peningkatan sebesar 0,9%. Terkait dengan peningkatan APAK dari
66,42 % menjadi 67,32%, Pemerintah Kota Balikpapan memperluas
lapangan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan angkatan kerja
akan lapangan pekerjaan dan melaksanakan pemerataan
pembangunan disegala sektor serta membangun relationship antar
stake holder untuk turut serta membangun lapangan pekerjaan yang
memadai.

Strategi untuk menurunkan jumlah pengangguran dalam  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 adalah
meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan kompetensi tenaga
kerja dan perluasan kesempatan kerja.Peningkatan produktivitas kerja sangat
penting dalam kondisi semakin banyaknya pengurangan tenaga kerja di
beberapa sektor terutama pertambangan sehingga tenaga kerja yang ada
dituntut mengoptimalkan hasil produksi.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan untuk menjamin perusahaan
memperhatikan karyawan melalui lingkungan kerja yangbaik, memberikan
pelatihan yang cukup, optimalisasi mesin dan peralatan kerja, dan mendukung
kesejahteraan karyawan dan yang terpenting adalah penetapan kebijakan
pengupahan yang melindungi baik pekerja maupun dunia usaha.

Peningkatan kompetensi ketenagakerjaan diarahkan baik pada pekerja
maupun yang belum bekerja dengan target menghasilkan tenaga kerja yang
kompeten baik dari segi keterampilan, bahasan dan perilaku. Untuk pada
pekerja diarahkan pada perusahaan tempat bekerja, pelatihan usaha-usaha
masyarakat, pelatihan tenaga kerja dan kerjasama antar dunia usaha.Sedangkan
untuk yang belum bekerja maka harusdilakukan pemetaan tenaga kerja yang
selanjutnya dilakukan tindakan lanjutan berupa pelatihan tenaga kerja untuk
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seluruh lapisan masyarakat, penempatan tenaga kerja, kerjasama dengan dunia
usaha dan kegiatan magang.

Perluasan kesempatan kerja merupakan langkah yang sangat penting
dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran.Upaya perluasan kesempatan
kerja berkaitan erat pertumbuhaninvestasi usaha. Investasi usaha akan
memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Untuk mendukung
upaya tersebut maka upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan antara
lain pemetaan lapangan kerja dan pemetaan tenaga kerja harus dilakukan dalam
rangka sinkronisasi antara upaya penyediaan lapangan usaha baru.
Pembinaan usaha kecil masyarakat sehingga semakin meningkat yang akhirnya
mampu menyerap tenaga kerja, pembinaan untuk mengembangkan jiwa usaha
masyarakat sehingga masyarakat mampu berinovasi dalam menciptakan usaha
baru, Job Marketing Fair sebagai upaya memfasilitasi antara dunia usaha dan
pencari kerja.

Tujuan 4:
Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan

Sehubungan dengan pokok tujuan, misi ke-2 memiliki korelasi dalam
perwujudan visi yang terukur atas Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hidup yang akan dicapai pada RPJMD 2016-2021 adalah
meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2021 menjadi 64,21
dari baselinepada tahun 2015 sebesar 60,13. Adapun strategi dan arah kebijakan
sebagai berikut:

a. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah yang Efisien, Berkelanjutan
Strategi mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan

merupakan upaya Pemerintah Kota untuk mencapai sasaran meningkatkan
kualitas lingkungan hidup. Tata ruang wilayah yang efisien dan berkelanjutan
mempunyai arti bahwa penataan ruang wilayah dilaksanakan secara tepat,
cermat, berdaya guna, dan hasil guna sesuai dengan arah pemanfaan ruang yang
telah ditetapkan, serta menjamin kelestarian dan kelangsungan lingkungan
untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Agar poin efisien dan berkelanjutan dapat tercapai, maka strategi ini
memiliki penekanan pada memperkuat dokumen rencana tata ruang sebagai
pedoman pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang, menyediakan
data dan informasi spasial daerah yang terintegrasi, dan meningkatkan
kemampuan sumber daya manusia dalam pengendalian pemanfaatan ruang
serta kesiagaan dan pencegahan bahaya bencana dan kebakaran.

Pada strategi perwujudan tata ruang wilayah yang efisien dan
berkelanjutan terdapat indikator kinerja program mengacu pada RPJMD Tahun
2016-2021 yaitu indikator tersedianya Peraturan Daerah untuk Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Insentif dan
Disinsentif dimana ditargetkan penyelesaian Peraturan Daerah tentang RDTR
dan Peraturan Zonasi Kota Balikpapan sebagai salah satu perangkat dalam
rangka pengendalian pemanfaataan ruang. Sedangkan untuk indikator
persentase penertiban pemanfaatan ruang berdasarkan tabel diatas,
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menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2015 (periode IV RPMD 2011-2016)
telah memenuhi target capaiannya yang akan terus ditingkatkan capaiannya
pada tahun 2021.

b. Strategi mewujudkan clean air, clean water, clean land
Strategi tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas lingkungan

hidup yang baik untuk masyarakat demi tercapainya sebuah kota yang layak
huni dan berkelanjutan. Berbagai permasalahan lingkungan telah banyak terjadi
karena berbagai pihak tidak memikirkan dampak yang terjadi akibat kegiatan-
kegiatan yang mengeksploitasi lingkungan.Oleh karena itu diperlukan
peningkatan kesadaran masyarakat dan pengawasan serta pengendalian yang
ketat agar mencegah terjadinya perusakan lingkungan.Selain itu juga diperlukan
penegakan hukum bagi perusak lingkungan agar memberikan sebuah efek jera
agar kerusakan terhadap lingkungan tidak kembali terjadi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat adalah melalui kemudahan masyarakat dalam akses data dan
informasi mengenai SDA dan Lingkungan Hidup. Keterbukaan akses data dan
informasi ini juga akan mampu meningkatkan peran masyarakat untuk ikut
dalam pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan serta penggalian
inovasi masyarakat terkait cara pengelolaan lingkungan. Selanjutnya
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengawas dan pengendali
kerusakan lingkungan akan berkontribusi pada upaya pencegahan kerusakan
linkungan terutama dalam hal respon dan tindakan terhadap pengaduan
masyarakat.

Tujuan 5:
Meningkatkan pelayanan Infrastruktur

Tujuan ke 5 yaitu meningkatkan pelayanan infrastruktur.Sehubungan
dengan pokok tujuan misi ke-3 memiliki korelasi dalam perwujudan visi yang
terukur atas capaian dalam 1 (satu) sasaran yakni Meningkatkan Pelayanan
Infrastruktur. Target yang akan dicapai pada RPJMD 2016-2021 adalah
meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar pada tahun 2021
menjadi 79,00 dari baseline pada tahun 2014 sebesar 73,40 atau dalam kategori
baik. Mengingat tidak adanya hasil survey kepuasan infrastruktur di Kota
Balikpapan pada Tahun 2015, maka sebagai baseline digunakan hasil penilaian
Most Livable City Index oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) untuk Kota
Balikpapan pada tahun 2014 yaitu pada aspek persepsi masyarakat terhadap
ketersedian sarana dan prasarana dengan indeks kenyamanan sebesar 73,40.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran
umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna
infrastruktur atas pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan. Indeks
pengukuran infrastruktur secara agregat yang merupakan penjumlahan dari
masing-masing infrastruktur setelah dibobot (S (Total Index type A + B +
C+D+E)/n) dapat dikelompokkan skala penilaian berikut ini:
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Tabel 2.5
Asumsi Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Adapun strategi adalah dengan Mewujudkan pemerataan infrastruktur
yang berkualitas Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek
penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan wilayah.
Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak
pertumbuhan ekonomi.Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi
suatu wilayah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur.Oleh karena
itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi
selanjutnya. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur yang dimaksudkan
adalah jalan dan transportasi yang akan mampu menjadi pendorong
berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya
memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas
harus didukung dengan upaya pengembangan data dan informasi infrastruktur
melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi.Dengan adanya data dan
informasi yang valid mampu memberikan data yang akurat terkait kondisi
pemerataan pembangunan infrastruktur.Selain itu juga diperlukan penguatan
dalam prosedur percepatan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur.Hal ini
dimaksudkan agar infrastruktur yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan
infrastruktur dapat ditangani dengan segera.Selanjutnya juga dalam rangka
mewujudkan infrastruktur yang berkualitas juga diperlukan sosialisasi kepada
pengguna dalam hal keselamatan dan ketertiban.

Tujuan 6:
Menggerakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat

Salah satu tujuan dari misi 4 adalah Menggerakkan Sendi-sendi
Perekonomian Masyarakat. Perkembangan perekonomian kota sangat tergantung
pada pergerakan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah perlu
mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dengan menciptakan kreatifitas yang
dapat menimbulkan nilai tambah bagi usaha masyarakat.Kreatifitas usaha yang
tercipta dalam konsep ekonomi kreatif, yakni mengembangkan ekonomi
masyarakat dengan meningkatkan daya inovasi dan kreasi masyarakat melalui
pemanfaatan sumber-sumber potensial masyarakat dan sumber daya alam yang
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terbarukan.Peningkatan aktifitas sendi ekonomi masyarakat dapat menjadi dasar
peningkatan pendapatan masyarakat sehigga berdampak pada terwujudnya
pemertaan pendapatan masyarakat.Selain itu perlu didorong upaya diversifikasi
ekonomi kreatif sehingga dapat pula membentuk dan mewujudkan branding
perekonomian sebagai identitas yang khas Kota Balikpapan.

Sendi-sendi perekonomian masyarakat diharapkan dapat bersinergis,
yakni merupakan wujud dari keterkaitan antara hulu dan hilir aktifitas ekonomi,
sehingga perekonomian yang ada saling mendukung dan pada akhirnya akan
dapat menambah nilai jual ekonomi itu sendiri. Untuk meningkatkan kreatifitas
ekonomi masyarakat diperlukan peningkatan SDM yang berjiwa entrepreneur,
berdaya saing dan kreatif. Dengan SDM berjiwa entrepreneur, berdaya saing dan
kreatif akan dapat menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing dalam
menghadapi pasar bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),
sehingga dengan demikian perekonomian dapat berkembangan yang pada
akhirnya diharapkan ouput secara makro adalah terciptanya pemerataan
pendapatan di masyarakat Kota Balikpapan yang dapat dinikmati semua
golongan. Sasaran dari tujuan diatas adalah meningkatkan pemerataan
pendapatan masyarakat. Target dari sasaran tersebut yang akan dicapai pada
RPJMD 2016-2021 yaitu :

a. Peningkatan PDRB perkapita yang ditargetkan sebesar Rp. 163,25
Juta dari pencapaian baseline tahun 2015 adalah Rp.122,46 Juta.
Artinya, capaian kinerja PDRB perkapita pada tahun 2021
ditargetkan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi
PDRB Perkapita semakin baik pula tingkat perekonomian.dengan
adanya penambahan ouput dari produksi barang dan jasa. Namun
demikian ukuran ini belum dapat menggambarkan kenyataan karena
harus pula dilihat dari jumlah penduduk miskin dan
pengangguran,sehingga  belum sepenuhnya mencakup faktor
kesenjangan pendapatan antar penduduk yang tergambar dari
indeks Gini Ratio. PDRB Perkapita yang meningkat pada tahun 2021
menunjukkan nilai tambah yang bisa diciptakan oleh penduduk Kota
Balikpapan sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut harga
berlaku yang memperlihatkan trend yang positif.

b. Indeks Gini Ratio pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 0,30 dari
pencapaian baseline tahun 2015 yaitu sebesar 0,34. Hal ini
menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Balikpapan
masih tergolong kategori sedang. Diharapkan pada tahun-tahun
berikutnya diupayakan adanya penurunan indeks gini ratio  sesuai
dengan target Indikator RPJMD, sehingga  komposisi yang menikmati
pemerataan pendapatan adalah golongan bawah dan menengah.

Terkait capaian Sasaran meningkatkan pemerataan pendapatan
masyarakat pada Indikator peningkatan PDRB perkapita dengan peningkatan
menjadi Rp. 163,25 Juta dan Indikator Sasaran Penurunan Indeks Gini dengan
indeks 0,30, untuk pencapaian 2 indikator tersebut, digunakan strategi dan arah
kebijakan sebagai berikut:
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a. Strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Strategi Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi didasarkan

pada pendekatan Penguatan SDM dan IPTEK pelaku usaha, mempersiapkan
sarana prasarana, meningkatkan kemandirian koperasi, menjadikan UMKM
mandiri, Pengembangan kawasan/sentraindustri.Diharapkan dengan
pendekatan tersebut dapat tercipta kualitas dan kuantitas produk, diversifikasi
usaha, usaha kreatif, usaha yang berdaya saing sehingga dapat meningkatan
nilai jual produk yang dapat   diterima di pasar bebas yang pada akhirnya
pergerakan ekonomi masyarakat dapat tumbuh.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam Strategi pengembangan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antara lain, melalui :

1. Program peningkatan kemampuan teknologi industri. Diharapkan
setiap pelaku usaha IKM mampu menerapkan teknologi industri yang
dapat mendukung penciptaan efisinsi dan peningkatan nilai
produksi.

2. Program pengembangan industri kecil dan menengah. Diharapkan
program tersebut akan didukung dengan kegiatan-kegiatan yang
outputnya meningkatkan jumlah IKM yang berkualitas dan
menghasilkan produks yang berkualitas pula.

3. Program penataan struktur industri. Diharapkan akan mewujudkan
industri yang terpadu berwawasan lingkungan, meningkatan nilai
tambah produks lokal, dan meningkatkan jumlah usaha di kawasan
dan sentra Industri yang beroperasi (Kawasan Industri Kariangau,
Sentra Industri Kecil Somber dan Sentra Industri Kecil Teritip).

4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM
yang bermitra dengan perusahaan.

5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, diharapkan
dapat meningkatkan jumlah koperasi aktif sebagai penggerak
perekonomian masyarakat.

6. Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.
Diharapkan dampak program tersebut mampu meningkatkan jumlah
kredit UMKM dari Bank sebagai modal pengembangan berusaha dan
bergeraknya investasi.

7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Diharapkan
program ini mampu menciptakan jumlah
pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang berkualitas guna
menggerakkan, menjalankan dan mengembangkan koperasi tersebut.

b. Meningkatkan kelancaran distribusi dan pengamanan perdagangan
Meningkatkan kelancaran distribusi dan pengamanan perdagangan

didasarkan pada pendekatan memperkuat sarana prasarana jaringan distribusi,
menyiapkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga, mengembangkan kapasitas
dan kualitas logistik perdagangan dan sarana distribusi, pengembangan
kelembagaan dan pelaku usaha distribusi perdagangan, dan meningkatkan
kualitas keamanan barang.
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Di Kota Balikpapan 95% kebutuhan barang dipenuhi dari luar Kota
Balikpapan yang berarti sangat tinggi ketergantungannya dari daerah lain.
Diharapakan dengan pendekatan tersebut Kota Balikpapan dapat menjaga
stabilitas harga dan menjaga ketersediaan stok barang guna mencukupi
kebutuhan barang dan keterjaminan keamanan suatu barang kebutuhan
masyarakat di Kota Balikpapan.Langkah-langkah yang akan ditempuh melalui
strategi meningkatkan kelancaran distribusi dan pengamanan perdagangan,
antara lain adalah:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, diharapkan setiap pelaku
usaha IKM mampu menerapkan teknologi industri yang dapat
mendukung menciptakan efisinsi dan peningkatan nilai produksi;

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Diharapkan kedua
program tersebut dapat mewujudkan strategi untuk menjaga
stabiltas harga dan kebutuhan pangan serta meningkatkan
keamanan pangan di Kota Balikpapan;

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Program
tersebut diharapkan dapat menambah niliai produk yang akan di
ekspor yang nanti dapat memberi kontribusi perkembangan
perekonomian di Kota Balikpapan;

4. Program Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri, diharapkan akan
meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki usaha dengan
produk terstandardisasi dan terciptanya perlindungan bagi
konsumen dengan upaya meningkatan kegiatan tera ulang terhadap
alat ukur wajib tera;

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar. Dengan program
ini diharapkan tercipta pasar yang berkualitas dan tertata serta
meningkatkan jumlah pedagang yang berusaha didalam pasar;

6. Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan
Kenyamanan Lingkungan Pasar, diharapkan pasar rakyat dapat
mewujudkan kondisi pasar yang bersih, nyaman dan mendukung
salah satu kreteria penilaian adipura serta mampu bersaingan
dengan toko swalayan.

Tujuan 7:
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau

Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi akan
menghasilkan perbaikan ekonomi, tetapi berimplikasi lain terhadap sosial dan
lingkungan misalnya meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal
hutan serta musnahnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati. Oleh
karena itu meningkatkan pertumbuhan produksi dengan penerapan ekonomi
hijau diharapkan akan menghasilkan perekonomian yang rendah karbon (tidak
menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan
berkeadilan sosial. Sasaran dari tujuan diatas adalah Mendorong Pembangunan
Ekonomi yang Berkelanjutan. Target dari sasaran ini yang akan dicapai pada
RPJMD 2016-2021 yaitu :
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1. Target capaian indikator meningkatkan nilai PDRB non migas adalah
Rp. 46.85 trilyun dari pencapaian baseline tahun 2015 yaitu Rp.
40,21 trilyun.

2. Target capaian indikator meningkatkan nilai PDRB migas adalah Rp.
98,5 trilyun dari pencapaian baseline tahun 2015 yaitu Rp. 74,60
trilyun.

Strategi dalam rangka pencapaian target kinerja pada RPJMD 2016-2021
adalah sebagai berikut:

a. Strategi Pengembangan Ekowisata
Posisi Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur

menjadi salah satu peluang yang menjadikan Kota Balikpapan semakin
banyakdikunjungi oleh wisatawan, baik regional, nasional maupun internasional.
Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, perlu dilakukan langkah-
langkah pengembangan, peningkatan dan promosi destinasi wisata di kota
Balikpapan. Bentuk promosi yang digunakan bisa berbentuk brosur, souvenir,
website ataupun mengikuti event-event yang ada baik di dalam negeri maupun di
luar negeri. Selain itu upaya yang perlu terus ditingkatkan adalah dengan
melakukan kerjasama dengan para pelaku usaha pendukung pariwisata seperti
perhotelan, rumah makan, kafe, travel agen dan usaha-usaha lainnya.  Semua
usaha diatas bila berjalan dengan baik pada akhirnya akan berimplikasi
langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor
pariwisata.

b. Strategi Menciptakan dan Mengembangkan Kemudahan Berinvestasi
Strategi Menciptakan dan mengembangkan kemudahan berinvestasi

didasarkan pada pendekatan dan cara menerapkan regulasi kemudahan
investasi, membangun iklim investasi daerah yang kondusif, dan reformasi
kebijakan peizinan investasi melalui pelayan terpadu satu pintu. Pendekatan
tersebut nanti akan berdampak pada meningkatkan rencana dan realisasi
investasi yang akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan
pertumbuhan PDRB perkapita di Kota Balikpapan.

c. Strategi Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan,
Kelautan dan Perikanan.
Pertanian dan pangan merupakan hal yang sangat penting dan

strategis bagi keberlangsungan hidup umat manusia.Dengan merujuk
permasalahan dan pentingnya menjaga pertanian menuju kemandirian pangan,
Pemerintah Kota Balikpapan melakukan pengembangan pertanian melalui
intensifikasi dan diversifikasi pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan nilai
tambah dan perluasan produksi dengan memanfaatkan potensi geografis wilayah
dan sumber daya manusia yang terintegrasi dan sinergis dalam sektor
pertanian.Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun
2012-2032, kawasan peruntukan pertanian terdapat di Kelurahan Manggar,
KelurahanLamaru, dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas
kurang lebih 325 ha yang meliputi kawasan sawah lestari seluas 130 ha dan
kawasan potensi pertanian seluas 195 ha.Kawasan peruntukan pertanian
tanaman hortikultura terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan
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Lamaru, dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas 1,591
ha.Kawasan peruntukan perkebunan terdapat di sebagian Kelurahan Manggar,
Kelurahan Lamaru, dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas
2.045 ha.Kawasan peruntukan peternakan di sebagian Kelurahan Teritip
Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas 100 ha.

Kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan peruntukan
perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, dan kawasan
peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kawasan peruntukan
perikanan tangkap terdiri dari daerah penangkapan ikan  0-2 mil seluas 7.642 ha
dan daerah penangkapan ikan > 2 mil dengan luas 27.896 ha yang berada di
sepanjang laut dan pesisir Kecamatan Balikpapan Timur. Kawasan peruntukan
perikanan budidaya seluas 579 ha yang terdiri dari revitalisasi kawasan
perikanan budidaya darat di sekitar Sungai Somber, Sungai Manggar, dan pesisir
Kelurahan Teritip seluas 545 ha, sementara kawasan perikanan budidaya laut
terletak di wilayah laut dan pesisir Pantai Manggar hingga Sungai Aji Raden
seluas 1.804 ha.

d. Strategi Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.
Energi telah menjadi kebutuhan dasar yang memainkan peran

penting dalam perkembangan perekonomian nasional dan global.Indonesia
memiliki ketergantungan tinggi terhadap energi fosil yang berasal dari impor
untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya.Sementara penggunaan sumber energi
baru terbarukan hanya sekitar 6% dan selebihnya yaitu sekitar 94% berasal dari
energi fosil. (sumber Kemen.ESDM-RI).

Potensi bioenergi (limbah pertanian, kotoran hewan, sampah kota,
biomassa) yang tersedia di seluruh Indonesia sangat prospektif untuk
dikembangkan baik sebagai listrik dan nonlistrik untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat akan energi. Namun demikian sebagian besar pembangkit listrik
tenaga berdasarkan fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berlebih.Oleh
karena itu langkah yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Balikpapan adalah
memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan dengan memperhatikan
tingkat keekonomiannya.Potensi energi baru terbarukan yang dapat
dikembangkan di Kota Balikpapan yaitu :

 Biomassa;
 Pembangkit Listrik Tenaga Surya;
 Pembangkit Listrik Tenaga Angin.

Penggunaan energi biomassa adalah pilihan prioritas yang memiliki nilai
kelayakan investasi yang paling ekonomis diantara alternatif yang lainnya. Selain
itu, bahan baku utamanya (sampah organik) yang mudah didapat dan sejak
tahun 2012 penggunaan gas methane telah dikembangkan untuk melayani
kebutuhan listrik warga di sekitar lokasi Tempat Pemprosesan Akhir (TPA)
sampah Manggar. Pada tahun 2015 telah dilakukan kajian Teknis Pengelolaan
Sampah Pasar Pandansari dimana sampah yang dihasilkan oleh Pasar
Pandansari memiliki peluang untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas
yang dapat dikonversi menjadi listrik.
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Tujuan 8:
Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan
layanan publik yang prima
Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,maka

penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan
keterbukaan,akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi
hukum. Dengan adanya keadilan yang diberlakukan dalam setiap penegakan
hukum maka hal ini akan mampu membuka pikiran masyarakatuntuk ikut
berpartisipasi dalam menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan
tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam
mewujudkan Good Governance diperlukan peran masyarakat. Hal ini
dikarenakan masyarakat  yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh,dan
memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan
masyarakat berpartisipasi aktif maka segala  hal/tindakan yang berindikasi
negatif dapat dicegah atau diatasi.

Pengembangan pelayanan publik yang prima harus diawali dengan
adanya fungsi dasar yang harus dimiliki organisasi yaitu pemasaran, operasional
dan finansial. Atas fungsi dasar tersebut dikembangkan core skill yang saling
terkait dengan fungsi-fungsi yang lain. Beberapa substansi yang perlu dilakukan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, di mana hal ini sudah biasa
dilakukan adalah sebagai berikut :
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perangkat birokrasi baik menyangkut profesionalisme individu
maupun kolektif untuk mengantisipasi perubahan teknologi dan
pasar secara kompetitif;

2. Echnicians, adalah kemampuan birokrat untuk menguasai aspek
teknis secara professional di bidang pekerjaan sehingga
menunjukkan kinerja yang penuh rasa tanggung jawab
(responsibility);

3. Management, kemampuan birokrat untuk dapat mengelola pekerjaan
secara professional baik menyangkut kinerja individual, kinerja tim
maupun aspek managerial dan leadership;

4. Business knowledge, tuntutan terhadap pemahaman pengetahuan
bisnis khususnya menyangkut nilai-nilai keuntungan (profit making)
yang perlu diadopsi kesektor publik dengan tidak mengabaikan
aspek pemertaan dan keadilan;

5. Skill, ketrampilan khusus yang harus dimiliki oleh setiap aparatur
khususnya menyangkut  bidang pekerjaanya, termasuk penyesuaian
terhadap proses perubahan;
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mengabaikan aspek etika dan moral sehingga akan tercipta kultur
kinerja yang kondusif;
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7. Cohesion, membisakan bekerja secara sistemik atau keterpaduan
antara berbagai komponen yang terlihat dalam organisasi untuk
mencapai tujuan bersama;

8. Collective Experience, menjadikan pengalaman individu atau
kelompok tentang keberhasilan atau kegagalan dalam bekerja
sebagai penglaman bersama;

9. Knowledge of environment, menyadari terjadinya perubahan setiap
saat dalam suatu lingkungan sehingga pengetahuan tentang
lingkungan untuk mengantisipasi perubahan sangat diperlukan;

10.Technology, diperlukan penguasaan teknologi sebagaimana
persyaratan penting karena menguasai teknologi dapat diibaratkan
menguasai dunia dan perubahan.

Selanjutnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
penyediaan layanan publik yang prima diperlukan inovasi dalam pemanfaatan
teknologi guna mendukung penataan kelembagaan, pengembangan aparatur,
sistem pengawasan,  serta pemeriksaan yang efektif. Sasaran dari tujuan diatas
adalah Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Target dari sasaran ini yang akan
dicapai pada RPJMD 2016-2021 yaitu:

a. Opini Laopran Keuangan di targetkan WTP pada tahun 2021 atau
sama dengan posisi pada tahun 2015 yaitu WTP. Dalam pengelolaan
keuangan daerah secara efektif, efisien dan taat azas;

b. Indeks persepsi korupsi ditargetkan 6.90% pada Tahun 2021 dengan
posisi yang sama pada tahun 2015 sebesar 6.62%;

c. Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan mencapai 80.36 pada
tahun 2021 atau meningkat sebanyak 1 dari tahun 2015 sebesar
79.36;

d. Indek Profesionalitas ASN dkitargetkan meningkat 6 angka pada
tahun 2021 menjadi 88 poindari tahun 2015 sebesar 82 poin.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

1. Strategi
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Balikpapan di era

desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, strategi dan arah pembangunan

jangka menengah yang akan diterapkan secara berkesinambungan dengan cara

mengindentifikasi berbagai faktor yang diharapkan mampu mengantisipasi

berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan secara internal

maupun eksternal dalam lima tahun ke depan. Adapun Strategi Pembangunan

Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan  kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis
IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau;
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Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan karakter

manusia yang sangat berperan dalam membentuk kualitas manusia secara

normatif. Dengan sistem pendidikan yang berbasis IPTEK dan IMTAQ diharapkan

dapat  meningkatkan kualitas SDM  yang mampu bersaing baik secara nasional

maupun internasional. Tujuan utama bidang pendidikan yakni peningkatan

kualitas dan kuantitas Akses Layanan Pendidikan secara merata. Selain itu,

upaya meningkatkan   kesadaran   masyarakat   tentang   melek   huruf dan

kesadaran   akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus

digalakkan. Kesadaranakan pentingnya pendidikan berimbas pada peningkatan.

Dalam keterkaitannya dengan pembangunan, meningkatnya prioritas bidang

pendidikan yakni rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah akan

menstimulasi peningkatan indeks pembangunan manusia Kota Balikpapan.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas diperlukan

perhatian pada relevansi dan mutu pendidikan. Rendahnya relevansi dan mutu

pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama terkait mutu

prosespembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang

berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kota Balikpapan berupaya

meningkatkan relevansi dan mutu pendidikan secara lebih merata dan

diselaraskan dengan evaluasi kinerja bidang pendidikan.

Gambar 2.1.
Strategi Peningkatan  Kualitas dan Kuantitas Akses Layanan

Pendidikan (Berbasis Iptek Dan Imtaq) 12 Tahun Yang Terjangkau

2) Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan
kesehatan;

Pembangunan di bidang kesehatan harus dipandang sebagai suatu

investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan

pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya

penanggulangan kemiskinan.Pelaksanaan peningkatan aksestabilitas, kualitas

dan manajemen pelayanan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan

angka harapan hidup bagi masyarakat serta mampu menekan Angka Kematian

Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Balikpapan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 41

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan karakter

manusia yang sangat berperan dalam membentuk kualitas manusia secara

normatif. Dengan sistem pendidikan yang berbasis IPTEK dan IMTAQ diharapkan

dapat  meningkatkan kualitas SDM  yang mampu bersaing baik secara nasional

maupun internasional. Tujuan utama bidang pendidikan yakni peningkatan

kualitas dan kuantitas Akses Layanan Pendidikan secara merata. Selain itu,

upaya meningkatkan   kesadaran   masyarakat   tentang   melek   huruf dan

kesadaran   akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus

digalakkan. Kesadaranakan pentingnya pendidikan berimbas pada peningkatan.

Dalam keterkaitannya dengan pembangunan, meningkatnya prioritas bidang

pendidikan yakni rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah akan

menstimulasi peningkatan indeks pembangunan manusia Kota Balikpapan.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas diperlukan

perhatian pada relevansi dan mutu pendidikan. Rendahnya relevansi dan mutu

pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama terkait mutu

prosespembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang

berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kota Balikpapan berupaya

meningkatkan relevansi dan mutu pendidikan secara lebih merata dan

diselaraskan dengan evaluasi kinerja bidang pendidikan.

Gambar 2.1.
Strategi Peningkatan  Kualitas dan Kuantitas Akses Layanan

Pendidikan (Berbasis Iptek Dan Imtaq) 12 Tahun Yang Terjangkau

2) Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan
kesehatan;

Pembangunan di bidang kesehatan harus dipandang sebagai suatu

investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan

pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya

penanggulangan kemiskinan.Pelaksanaan peningkatan aksestabilitas, kualitas

dan manajemen pelayanan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan

angka harapan hidup bagi masyarakat serta mampu menekan Angka Kematian

Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Balikpapan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 41

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan karakter

manusia yang sangat berperan dalam membentuk kualitas manusia secara

normatif. Dengan sistem pendidikan yang berbasis IPTEK dan IMTAQ diharapkan

dapat  meningkatkan kualitas SDM  yang mampu bersaing baik secara nasional

maupun internasional. Tujuan utama bidang pendidikan yakni peningkatan

kualitas dan kuantitas Akses Layanan Pendidikan secara merata. Selain itu,

upaya meningkatkan   kesadaran   masyarakat   tentang   melek   huruf dan

kesadaran   akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus

digalakkan. Kesadaranakan pentingnya pendidikan berimbas pada peningkatan.

Dalam keterkaitannya dengan pembangunan, meningkatnya prioritas bidang

pendidikan yakni rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah akan

menstimulasi peningkatan indeks pembangunan manusia Kota Balikpapan.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas diperlukan

perhatian pada relevansi dan mutu pendidikan. Rendahnya relevansi dan mutu

pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama terkait mutu

prosespembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang

berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kota Balikpapan berupaya

meningkatkan relevansi dan mutu pendidikan secara lebih merata dan

diselaraskan dengan evaluasi kinerja bidang pendidikan.

Gambar 2.1.
Strategi Peningkatan  Kualitas dan Kuantitas Akses Layanan

Pendidikan (Berbasis Iptek Dan Imtaq) 12 Tahun Yang Terjangkau

2) Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan
kesehatan;

Pembangunan di bidang kesehatan harus dipandang sebagai suatu

investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan

pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya

penanggulangan kemiskinan.Pelaksanaan peningkatan aksestabilitas, kualitas

dan manajemen pelayanan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan

angka harapan hidup bagi masyarakat serta mampu menekan Angka Kematian

Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Balikpapan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 41

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan karakter

manusia yang sangat berperan dalam membentuk kualitas manusia secara

normatif. Dengan sistem pendidikan yang berbasis IPTEK dan IMTAQ diharapkan

dapat  meningkatkan kualitas SDM  yang mampu bersaing baik secara nasional

maupun internasional. Tujuan utama bidang pendidikan yakni peningkatan

kualitas dan kuantitas Akses Layanan Pendidikan secara merata. Selain itu,

upaya meningkatkan   kesadaran   masyarakat   tentang   melek   huruf dan

kesadaran   akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus

digalakkan. Kesadaranakan pentingnya pendidikan berimbas pada peningkatan.

Dalam keterkaitannya dengan pembangunan, meningkatnya prioritas bidang

pendidikan yakni rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah akan

menstimulasi peningkatan indeks pembangunan manusia Kota Balikpapan.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas diperlukan

perhatian pada relevansi dan mutu pendidikan. Rendahnya relevansi dan mutu

pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama terkait mutu

prosespembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang

berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kota Balikpapan berupaya

meningkatkan relevansi dan mutu pendidikan secara lebih merata dan

diselaraskan dengan evaluasi kinerja bidang pendidikan.

Gambar 2.1.
Strategi Peningkatan  Kualitas dan Kuantitas Akses Layanan

Pendidikan (Berbasis Iptek Dan Imtaq) 12 Tahun Yang Terjangkau

2) Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan
kesehatan;

Pembangunan di bidang kesehatan harus dipandang sebagai suatu

investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan

pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya

penanggulangan kemiskinan.Pelaksanaan peningkatan aksestabilitas, kualitas

dan manajemen pelayanan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan

angka harapan hidup bagi masyarakat serta mampu menekan Angka Kematian

Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Balikpapan.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 42

Gambar 2.2.
Strategi Peningkatan Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pelayanan

Kesehatan

Perwujudan strategi tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi,

penyuluhan, dan optimalisasi regulasi bidang kesehatan untuk mewujudkan

kesehatan masyarakat khususnya di lingkungan kawasan industri dan kawasan

pengembangan ekonomi.Program ini harus disinkronkan dengan renstra SKPD

yang bertugas dan berwenang.

3) Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja;

Peningkatan Produktifitas, Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja dapat memberi dampak langsung pada peningkatan taraf

hidup masyarakat Kota Balikpapan. Diperlukan sinergitas antara Pemerintah

Kota Balikpapan dan Perusahaan yang berinvestasi di Kota Balikpapan dalam

peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka menurunkan angka

pengangguran dengan cara membuka lapangan usaha secara efektif dan efisien.

Kondisi daerah yang kondusif dan penyederhanaan proses perijinan sangat

berpengaruh terhadap perluasan kesempatan kerja. Selain kondisi daerah yang

memadai, sumber daya manusia daerah juga mempengaruhi dalam penyerapan

tenaga kerja.
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Gambar 2.3.
Strategi Peningkatan Produktifitas, Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja

4) Percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Strategi dalam percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat

berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kota

Balikpapan.Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat

terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial sehingga diharapkan

dapat mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan perekonomian

dan kesejahteraannya.Upaya untuk mempercepat dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat diarahkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan

terpadu, percepatan penanganan PMKS dan pengendalian penduduk.

Gambar 2.4.
Strategi Percepatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
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5) Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta
kesetaraan gender;

Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta

kesetaraan gender dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup

perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan.Masih adanya

kesenjangan aksesibilitas dalam berbagai bidang mengakibatkan peran

perempuan menjadi lemah dan berdampak kepada meningkatnya kekerasan

terhadap perempuan baik yang terjadi di lingkungan domestik maupun

masyarakat.Selain itu masih ditemukan regulasi maupun kebijakan yang belum

berpihak pada kepentingan perempuan.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa

belum ada komitmen yang kuat antara Pemerintah Kota dan masyarakat untuk

mengatasi permasalahan anak yang dapat berpengaruh terhadap kualitas

kehidupan sosial masyarakat.

Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta

kesetaraan gender perlu diarahkan untuk mendorong adanya perubahan

nilainilai yang ada dalam keluarga maupun masyarakat sehingga dapat

memberikan kesempatan seluas-luasnya, tanpa kehilangan kodratnya sebagai

wanita, untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan.Selain itu memperkuat

peran keluarga dan mengedukasi masyarakat untuk ikut melindungi hak-hak

anak diharapkan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup

anak.Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan, perlindungan

perempuan dan anak serta kesetaraan gender mengarah pada perwujudan

perlindungan perempuan dan anak, pembinaan kelembagaan organisasi

perempuan, dan pembinaan potensi perempuan.
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Gambar 2.5.
Strategi Percepatan dan Peningkatan Pemberdayaan, Perlindungan

Perempuan dan Anak, Serta Kesetaraan Gender

6) Mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan;

Sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional dan pintu gerbang Provinsi

Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menunjukkan perkembangan pembangunan

yang cukup pesat. Dalam konteks penyelenggaraan penataan ruang di daerah,

saat ini Kota Balikpapan sebagai suatu daerah otonom sudah memiliki suatu

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-

2032 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012

dimana pelaksanaannya telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang.RTRW Kota Balikpapan telah mengalokasikan

ruang dengan memperhitungkan kemampuan lahan dan keseimbangan

lingkungan di Kota Balikpapan.

Penataan ruang merupakan instrumen penting untuk mewujudkan

ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan. Penataan ruang adalah proses

perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang di bertujuan untuk memastikan terlaksananya

perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh; terwujudnya tertib

pemanfaatan ruang; serta terselenggaranya pengendalian pemanfaatan

ruang.Oleh karena itu, hal yang penting untuk perlu dilaksanakan adalah

menyiapkan dokumen rencana tata ruang, melaksanakan rencana tata ruang

melalui program dan kegiatan serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruang

melalu perangkat peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan

pemberlakuan sanksi.

Sehubungan dengan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota, dalam

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 yang  ditetapkan tanggal 2
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November 2012 terdapat beberapa komitmen yang sangat mendukung

pengembangan Kota Balikpapan menjadi “kota hijau”, antara lain:

1. Pola ruang 52% Kawasan Lindung dan 48% Kawasan Budidaya

2. Tidak menyediakan ruang untuk wilayah pertambangan

3. Pengembangan kawasan budidaya dengan konsep foresting the city

dan green corridor, untuk pengembangan Kawasan Industri

Kariangau diarahkan pada green industri yang didukung zero waste

dan zero sediment.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, penyediaan data dan informasi

lingkungan menjadi hal yang penting guna mendorong pengetahuan dan

partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ruang kota yang

berkualitas dan berkelanjutan.

Gambar 2.6.
Strategi Peningkatan Ruang Kota Yang Berkualitas dan Berkelanjutan

7) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan;
Untuk mewujudkan Balikpapan Nyaman Dihuni, selain kondisi

lingkungan dan ruang kota yang berkualitas, hal lainnya yang sangat penting

adalah kualitas lingkungan permukiman. Lingkungan permukiman adalah

bagian wilayah kota sebagai wadah hunian yang meliputi segala sarana dan

prasarana yang menunjang kehidupan yang menjadi satu kesatuan dengan

tempat tinggal. Kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana ini kemudian

dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan.

Sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman merupakan

persyaratan kelayakan lingkungan permukiman yang dapat menjadi indikator

kekumuhan suatu kawasan yang meliputi jalan lingkungan, drainase

lingkungan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air
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bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, dan mitigasi

bencana dan kebakaran, hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan

berkelanjutan (SDG’s) yang antara lain adalah memastikan ketersediaan dan

pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang

dan membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta

berkesinambungan.

Gambar 2.7.
Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman Berkelanjutan

8) Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan
berkebudayaan serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pembangunan;

Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan

berkebudayaan merupakan syarat utama bagi keberlangsungan proses

pembangunan. Kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan

berkebudayaan menunjukkan bahwa masyarakat Kota Balikpapan memiliki

toleransi yang tinggi,  memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama

menjaga kondusifitas kota serta memiliki semangat yang tinggi untuk menjaga
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adat istiadat dan budaya Indonesia.   Tujuan dan sasaran pembangunan kota

tidak akan tercapai tanpa partisipasi masyakat.

Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan kerjasama antara Pemerintah

Kota dan kelembagaan terkait, membina dan menguatkan peran linmas dalam

rangka ketertiban dan keamanan lingkungan serta meningkatkan pencegahan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Gambar 2.8.
Strategi Pengembangan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Berkarakter

Dan Berkebudayaan Serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pembangunan

9) Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas;
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan

vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga

memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan

ekonomi.Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi wilayah tidak dapat

pisahkan dari ketersediaan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan dan

transportasi.Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari

pembangunan ekonomi selanjutnya.

Pemerataan pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi

penghubung pusat-pusat pertumbuahan dan kegiatan perekonomian serta

pendukung pengembangan wilayah.Infrastruktur yang berkualitas juga
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diharapkan mampu melayani seluruh elemen masyarakat sehingga terwujudnya

infrastruktur yang handal.Selain itu, infrastruktur yang berkualitas juga

diharapkan mampu menjawab permasalahan Kota Balikpapan yang ada akibat

rendahnya kualitas infrastruktur seperti kemacetan dan banjir serta tingginya

angka inflasi.

Gambar 2.9.
Strategi Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Yang Berkualitas

10) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dimaksudkan untuk

menggerakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat, menggali potensi-potensi

kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui penguatan sumber

daya manusia dan penerapan teknologi bagi pelaku usaha, mempersiapkan

sarana prasarana,mendorong UMKM yang mandiri, memperkuat sarana

prasarana jaringan distribusi, menyiapkan regulasi dalam rangka stabilisasi

harga, mengembangkan kapasitas dan kualitas logistik perdagangan dan sarana

distribusi, dan Meningkatkan kualitas keamanan barang.

Arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

adalah meningkatkan nilai tambah produksi Industri dan peningkatan kualitas

serta kuantitas UMKM dan koperasi yang mandiri.Implementasi terhadap arah
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kebijakan meningkatkan nilai tambah produksi industri dilakukan melalui

peningkatan kapasitas sumber daya pelaku industri kecil menengah (IKM) dan

revitalisasi serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis

kearifan lokal.Sedangkan implementasi terhadap arah kebijakan peningkatan

kualitas dan kuantitas UMKM serta koperasi yang mandiri dilakukan melalui

dua hal yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia UMKM dan koperasi

serta penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi.

Gambar 2.10.
Strategi Pengembangan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

11) Pengembangan potensi ekonomi lokal;
Pengembangan potensi ekonomi lokal dapat dicapai melalui peningkatan

promosi wisata, menjalin kerjasama dengan asosiasi pariwisata yang lebih

beragam, mengembangkan sarana prasarana pendukung wisata, menerapkan

regulasi kemudahan investasi, membangun iklim investasi daerah yang kondusif,

reformasi kebijakan peizinan investasi melalui pelayan terpadu satu pintu,

intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan Mengembangkan potensi sumber

energi alternatif.

Kebijakan yang akan ditempuh untuk dapat mengembangkan potensi

ekonomi lokal adalah dengan pengembangan kawasan industri  pariwisata yang

berwawasan lingkungan, peningkatan investasi daerah dengan menciptakan

iklim investasi yang berdaya saing global, meningkatkan produksi pertanian

dalam arti luas dan peningkatan serta pengembangan energi baru terbarukan.
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Implementasi terhadap arah kebijakan pengembangan kawasan industri

pariwisata yang berwawasan lingkungan diarahkan pada pengembangan dan
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menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan percepatan pelayanan

perizinan.Implementasi terhadap arah kebijakan meningkatkan produksi

pertanian dalam arti luas dilakukan melalui percepatan produksi pertanian,

perkebunan, peternakan, dan perikanan.Implementasi terhadap arah kebijakan

peningkatan dan pengembangan energi baru terbarukan diupayakan melalui
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Gambar 2.11.
Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

12) Pengelolaan Keuangan, aset dan manajemen Pemerintahan  daerah
yang efektif, efisien dan taat azas   dalam mendukung Pelayanan Publik
Berstandar Internasional;

Komponen strategi pengelolaan keuangan, aset dan manajemen

pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung

pelayanan publik berstandar internasional meliputi :

a) Peningkatan sarana prasarana, dan manajemen pengelolaan

keuangan daerah;

b) Pemetaan aset kota, peningkatan sistem manajemen pengelolaan

aset;

c) Peningkatan kelembagaan, regulasi, SDM, dan SARPRAS pelayanan

publik dan pengintegrasian sistem manajemen di seluruh SKPD

(pengembangan smart city);

d) Penataan ulang pegawai sesuai kompetensi, kualifikasi dan kinerja;

e) Harmonisasi produk hukum daerah;
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f) Sinkronisasi dalam rangka peningkatan kualitas dan konsistensi

dokumen perencanaan daerah dan SKPD.

Arah kebijakan yang ditempuh untuk peningkatan sarana prasarana,

dan manajemen pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan

yang transparan dan akuntabel dan optimalisasi manajemen aset. Implementasi

kebijakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dilakukan

melalui perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan serta

peningkatan pengawasan internal.Sedangkan implementasi kebijakan

optimalisasi manajemen aset dilakukan melalui peningkatan pengamanan dan

pengelolaan aset daerah.

Gambar 2.12
Strategi Pengelolaan keuangan, Aset dan Manajemen Pemerintahan Daerah

2. Arah Kebijakan
2.1 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi

yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu

ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan

strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.Arah

kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk

menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai

sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan

mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan

namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap

tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke

periode lainnya dalam rangka mencapai
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sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Rumusan arah kebijakan

pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.6.
Keterkaitan Antara Sasaran Pembangunan Dan Arah Kebijakan

NO SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN

1 Meningkatnya Kualitas
Pendidikan

1 Peningkatan kualitas dan
kuantitas akses layanan
pendidikan (berbasis IPTEK
dan IMTAQ) 12 Tahun yang
terjangkau;

Peningkatan Kualitas Pen-didikan
Non Formal berbasis IPTEK dan
Berlandaskan IMTAQ

Perluasan subsidi pen-didikan bagi
seluruh peserta didik usia sekolah

Peningkatan kualitas dan kuantitas
Tenaga Pendidik serta Tenaga
Kependidikan

2 Meningkatkan Derajat
Kesehatan Masyarakat
berkelanjutan

2 Peningkatan Aksesibilitas,
kualitas dan manajemen
pelayanan kesehatan

Peningkatan derajat ke-sehatan
masyarakat melalui peningkatan
akses dan kualitas dan manajemen
pelayanan kesehatan serta
pengembangan prilaku hidup sehat

3 Menurunnya Jumlah
Pengangguran

3 Peningkatan Produktifitas,
kompetensi tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja

Pembinaan dan pelatihan tenaga
kerja yang produktif dan kreatif
serta berdaya saing

Peningkatanperlindungan
ketenagakerjaan

Pengembangan dan perluasan
kesempatan kerja

4 Meningkatkan kualitas
hidup dan
kesejahteraan
masyarakat secara
menyeluruh dan
berkelanjutan

4 Percepatan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat

Perluasan Program Penanggulangan
Kemiskinan

Percepatan Penanganan PMKS

Pengendalian angka kelahiran

5 Peningkatan pemberdayaan,
perlindungan perempuan dan
anak, serta kesetaraan
gender

Penguatan kelembagaan koordinasi
dan jaringan pengarusutamaan
gender, pengembangan Kota Layak
Anak dan meningkatkan pelayanan
perlindungan dan pemberdayaan
perempuan

5 Meningkatkan kualitas
lingkungan hidup

6 Mewujudkan ruang kota yang
berkualitas& berkelanjutan

Meningkatkan proses perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang
Menurunkan dan Mengen-dalikan
Kerusakan dan Pencemaran
Lingkungan

6 Meningkatkan
Kenyamanan,
Keamanan dan
Ketertiban Lingkungan

7 Meningkatkan kualitas
lingkungan permukiman
berkelanjutan

Meningkatkan Sarana dan
Prasarana Dasar Perumahan

Meningkatka kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana
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NO SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN

8 Pengembangan kehidupan
masyarakat yang harmonis,
berkarakter dan  berke-
budayaan serta Peningkatan
Pemberdayaan masyarakat
dalam pembangunan

Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam mewujudkan
Kondusifitas, keamanan dan
Ketertiban Kota
Pengembangan prestasi pemuda
dan olahraga

Peningkatan prestasi dan
Pelestarian Budaya Daerah

Meningkatkan Pelestarian Cagar
Budaya

Peningkatan Peran LPM, Lembaga
Perguruan Tinggi dan Tim
Penggerak PKK
Perluasan pengembangan inovasi
daerah

7 Terwujudnya
infrastruktur yang
handal

9 Mewujudkan pemerataan
infrastruktur yang
berkualitas

Menyediakan infrastruktur Trans-
portasi yang menghubungkan
seluruh wilayah Kota Balikpapan

Mewujudkan Infrastruktur yang
nyaman dan berkualitas

8 Meningkatkan
pemerataan pendapatan
masyarakat

10 Pengembangan pusat-pusat
Pertumbuhan ekonomi

Meningkatkannilai tambah
produksi Industri

Peningkatan kualitas dan kuantitas
UMKM dan Koperasi yang mandiri

Pengembangan jaringan distribusi
dan keamanan perdagangan

9 Mendorong
pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan

11 Pengembangan potensi
ekonomi lokal

Pengembangan kawasan industri
pariwisata berwawasan lingkungan
Peningkatan investasi daerah
dengan menciptakan iklim
investasi yang berdaya saing global
Meningkatkan produksi pertanian

Meningkatkan produk unggulan
perkebunan

Meningkatkan produksi
peternakan

Meningkatkan produksi perikanan

10 Tata Kelola
Pemerintahan yang baik

12 Pengelolaan keuangan, aset
dan manajemen
pemerintahan  daerah  yang
efektif, efisien dan taat azas
dalam
mendukung pelayanan
publik berstandar
internasional

Pengelolaan keuangan yang
Transparan dan akuntabel

Pengembangan tata kelola
pemerintahan yang efektifitas dan
efisiensi serta penyederhanaan
prosedur dan birokrasi daerah,
kepastian biaya perijinan serta
standarisasi pelayanan perijinan
untuk mempermudah pelayanan
investasi pelaku usaha
Peningkatan kualitas SDM
aparatur
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NO SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan dukungan Pelayanan
publik

Peningkatan kualitas produk
hukum daerah

Peningkatan kualitas perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan
daerah

2.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah

Skenario tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana

Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025. Tahapan secara

umum Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan penggalan tahapan lima

tahunan RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 dapat digambarkan sebagai

berikut :

Gambar 2.13
Tema Tahunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

2.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis
Sebagaimana yang telah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028, Kota Balikpapan merupakan Pusat

Kegiatan Nasional (PKN).Pusat Kegiatan Nasional (PKN) tersebut adalah Kawasan
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Kegiatan Nasional (PKN).Pusat Kegiatan Nasional (PKN) tersebut adalah Kawasan
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NO SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan dukungan Pelayanan
publik

Peningkatan kualitas produk
hukum daerah

Peningkatan kualitas perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan
daerah

2.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah

Skenario tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana

Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025. Tahapan secara

umum Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan penggalan tahapan lima

tahunan RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 dapat digambarkan sebagai

berikut :

Gambar 2.13
Tema Tahunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

2.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis
Sebagaimana yang telah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028, Kota Balikpapan merupakan Pusat

Kegiatan Nasional (PKN).Pusat Kegiatan Nasional (PKN) tersebut adalah Kawasan
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Perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda – Bontang. Kota Balikpapan

memiliki peran penting skala nasional sebagai simpul transportasi laut danudara

nasional serta menjadi pusat produksi minyak yang diarahkan untuk

memberikan suplai bagi cadangan bahan bakar minyak (BBM) di kawasan

Kalimantan dan wilayah lain di Indonesia. Kota Balikpapan juga merupakan

bagian kawasan andalan Kawasan Bontang-Samarinda -Tenggarong, Balikpapan

Penajam dan sekitarnya (Bonsamtebajam) dan Kawasan Pengembangan Ekonomi

Terpadu (KAPET) Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, Kota Balikpapan berperan sebagai

Kota Primer yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi Kalimantan Timur,

wilayah Kalimantan bagian utara dengan wilayah internasional dan wilayah

Kalimantan bagian timur dengan wilayah nasional dengan fungsi sebagai Pusat

pemerintahan kota,Pusat perdagangan regional, Pusat industri, Pusat

transportasi udara internasional, dan Pusat pengolahan migas. Sementara itu

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi dua kawasan yaitu :

a. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan). Teluk Balikpapan

merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terletak pada 3 (tiga) wilayah

administrasi pemerintahan, yaitu wilayah Pemerintahan Kota Balikpapan,

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser. DAS Teluk Balikpapan

memiliki luas ± 194.400 ha dengan sekitar 87 persen luas kawasan berada di

Kabupaten Paser, luas wilayah di Kota Balikpapan mencapai 11 persen, dan

sekitar 2 persen luas kawasan berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada

DAS Teluk Balikpapan terdapat sungaisungai besar maupun kecil, di

antaranya seperti Sungai Somber, Sungai Wain, Sungai Semoi, Sungai

Sepaku dan Sungai Riko yang airnya mengalir dan bermuara ke Teluk

Balikpapan. DAS Teluk Balikpapan memiliki peranan yang cukup penting

dan strategis, di antaranya sebagai penyangga kesinambungan fungsi teluk

tersebut sebagai pelabuhan laut Balikpapan dan sumber penghasilan

masyarakat di sekitarnya serta kehidupan ekosistem perairan kawasan teluk.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesinambungan fungsi tersebut, salah

satunya diperlukan sistem pengelolaan yang terpadu dan sinerjik.

b. Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung. Kawasan

Industri Kariangau dan Buluminung terletak di Teluk Balikpapan yang

merupakan dua kawasan peruntukan industri Kariangau di Kota Balikpapan

seluas 3.565 ha dan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Penajam

Paser Utara seluas 4.808 ha. Kawasan industri ini dihubungkan oleh

Jembatan Pulau Balang dan diarahkan menjadi kawasan industri
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manufaktur yang mengolah produk-produk kehutanan, pertanian, dan

bahan-bahan lain menjadi produk jadi. Arahan pengelolaan kawasan

industri pengolahan adalah mendorong pengembangan industri pengolahan

dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor produksi

wilayah seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil

hutan. Kawasan strategis ini berperan antara lain sebagai:

 Wahana proses peningkatan nilai tambah sumber daya alam

unggulan;

 Instrumen untuk mensinergikan investasi pemerintah melalui

program-program SKPD;

 Kawasan prioritas untuk mensinergikan program pusat-provinsi

kabupaten/kota;

 Area penerapan pembangunan dengan prinsip green industri; dan

 Wahana kolaborasi pemerintah, dunia usaha dan lembaga

pendidikan/riset dalam mengembangkan inovasi.

Sejalan dengan penetapan Kawasan Strategis Nasional dan provinsi,

maka dapat ditentukan Kawasan Strategis Kota yang menurut UU No. 26/2007

tentang Penataan Ruang adalah “wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan

karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap

ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan” (pasal 1 (29) UU No. 26/2007).

Kawasan strategis wilayah kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan

ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup kota terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan

kawasan strategis kota lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis

kota akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kota berfungsi:

a. mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan

keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan

dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;

b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat

dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota yang dinilai

mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota

bersangkutan;

c. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi

di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;

d. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW

kota; dan

e. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.
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Dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan

Strategis Provinsi (KSP), telah ditetapkan 3 (tiga) jenis Kawasan Strategis Kota

(KSK), sebagai berikut:

1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi
Kawasan strategis kota dari sudut pertumbuhan ekonomi ditetapkan

dengan 7 kriteria sebagai berikut:

a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh.

b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi

daerah.

c. Memiliki potensi pasar regional, nasional dan internasional.

d. Didukung jaringan infrastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.

e. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi.

f. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam

rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional.

g. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Kawasan strategis mampu memacu pertumbuhan ekonomi wilayah

Balikpapan, baik melalui keterkaitan fungsional keterpusatannya maupun

melalui fungsi-fungsi ekonomi khusus yang dikembangkan pada kawasan

tersebut, dan juga melalui keterpaduan sektor-sektor perekonomian di kawasan

tersebut.Umumnya, kawasan strategis pertumbuhan ekonomi mencakup

kawasankawasan yang mempunyai ciri sebagai kawasan: Kawasan Metropolitan,

Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Ekonomi Terpadu.

2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya di Kota Balikpapan

ditetapkan berdasarkan 6 kriteria berikut:

a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya

kota atau nasional;

b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri

masyarakat Kota Balikpapan;

c. merupakan aset kota, atau nasional, atau internasional yang harus

dilindungi dan dilestarikan;

d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya kota atau nasional

e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;

f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala kota atau nasional.

Berdasarkan hal tersebut, kawasan strategis sosial budaya yang ada di

Balikpapan adalah kawasan Permukiman Nelayan Margasari di Balikpapan Barat

yang merupakan kampung atas air di Kota Balikpapan dan Kawasan Pendidikan
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Skala Regional Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang diperlukan pengendalian

pemanfaatan ruang di kawasan sekitarnya.

3. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung
Lingkungan

Penetapan Kawasan Strategis untuk daya dukung lingkungan hidup

didasarkan pada 7 kriteria sebagai berikut:

a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

b. Merupakan aset kota atau nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan

bagi perlindungan ekosistem, flora dan/ atau fauna yang hampir punah atau

diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/ atau dilestarikan;

c. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun

berpeluang menimbulkan kerugian pada skala kota ataupun negara;

d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

e. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;

f. Rawan bencana alam skala kota atau nasional;

g. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak

luas terhadap kelangsungan kehidupan.

C. PRIORITAS DAERAH
Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi maka secara umum

untuk Tahun 2016-2021 akan dilakukan berbagai macam program

pembangunan. Dengan mempertahankan substansi program-program yang

sudah berjalan sehingga terjadi pembangunan yang berkelanjutan yang

berpedoman pada RPJPD 2005-2025 serta RPJMN 2015-2019, maka disusun 12

(dua belas) Agenda Prioritas RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

Adapun 12 (dua belas) agenda Prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis

IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau;

2. Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan;

3. Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan

kesempatan kerja;

4. Percepatan dan peningkatankesejahteraan masyarakat;

5. Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta

kesetaraan gender;

6. Mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan;

7. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan;

8. Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan

berkebudayaan serta Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan;
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9. Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas;

10.Pengembangan pusat-pusat Pertumbuhan ekonomi;

11.Pengembangan potensi ekonomi lokal;

12.Pengelolaan keuangan, aset dan manajemen pemerintahan  daerah  yang

efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung pelayanan publik berstandar

internasional.

Adapun keterkaitan antar agenda prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan

Timur dan Kota Balikpapan adalah sebagaimana tergambar pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.7
Keterkaitan Agenda Prioritas Pembangunan

Prioritas
RPJM Nasional 2015 -

2019
RPJMD Prov.

Kaltim 2013 - 2018
Agenda Prioritas RPJMD Kota

Balikpapan 2016-2021

Agenda Prioritas
RKPD Kota

Balikpapan Tahun
2018

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Menghadirkan Kembali

Negara Untuk Melindungi

Segenap Bangsa dan

Memberi Rasa Aman

Pada Seluruh Warga

Negara

Reformasi Birokrasi

dan Tata Kelola

Pemerintahan

Pemantapan reformasi

birokrasi untuk mewujudkan

tata kelola kepemerintahan

yang baik dalam rangka

peningkatan kualitas

pelayanan publik.

Pengelolaan

Keuangan, aset

danmanajemen

Pemerintahandaerah

yang efektif, efisien

dantaat azas dalam

mendukungPelayana

n Publik

BerstandarInternasio

nal

2

Membuat Pemerintah

Tidak Absen Dengan

Membangun Tata Kelola

Pemerintahan Yang

Bersih,Efektif,Demokratis

dan Terpercaya

Pemantapan reformasi

birokrasi untuk mewujudkan

tata kelola kepemerintahan

yang baik dalam rangka

peningkatan kualitas

pelayanan publik.

3

Menolak Negara Lemah

Dengan Melakukan

Reformasi Sistem dan

Penegakan Hukum Yang

Bebas Korupsi,

Bermartabat dan

Terpercaya

Pemantapan reformasi

birokrasi untuk mewujudkan

tata kelola kepemerintahan

yang baik dalam rangka

peningkatan kualitas

pelayanan publik.

4

Memperteguh

KeBhinekaan dan

Memperkuat Restorasi

Sosial Indonesia

Peningkatan kualitas daya

saing sdm daerah,

pengendalian kuantitas

penduduk dan perluasan

lapangan kerja;
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Prioritas
RPJM Nasional 2015 -

2019
RPJMD Prov.

Kaltim 2013 - 2018
Agenda Prioritas RPJMD Kota

Balikpapan 2016-2021

Agenda Prioritas
RKPD Kota

Balikpapan Tahun
2018

(1) (2) (3) (4) (5)

5

Membangun Indonesia

Dari Pinggiran Dengan

Memperkuat Daerah-

daerah dan Desa Dalam

Kerangka Negara

Kesatuan

Peningkatan

Kualitas

Infrasruktur Dasar

Peningkatan ketersediaan

infrastuktur yang

berorientasi pada konsep

hijau (green city)

Mewujudkan

pemerataaninfrastruk

tur yang berkualitas

Meningkatkan

kualitaslingkungan

permukimanberkelan

jutan

Peningkatan

Produksi Pangan

Peningkatan daya saing

perekonomian Daerah yang

berwawasan lingkungan

(green economy)

6
Meningkatkan Kualitas

Hidup Manusia Indonesia

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan

Pendidikan

Peningkatan kualitas daya

saing sdm daerah,

pengendalian kuantitas

penduduk dan perluasan

lapangan  kerja

Peningkatan kualitas

dankuantitas akses

layananpendidikan

(berbasis IPTEK

danIMTAQ) 12 Tahun

yang terjangkau

Pengembangan

kehidupanmasyaraka

t yang

harmonis,berkarakter

dan

berkebudayaanserta

Peningkatan

PemberdayaanMasyar

akat Dalam

Pembangunan

Peningkatan

Kualitas layanan

kesehatan

Peningkatan

Aksesibilitas, kualitas

dan manajemen

pelayanan kesehatan

Percepatan

Pengentasan

Kemiskinan

Percepatan dan

peningkatankesejahte

raan masyarakat

Peningkatan

pemberdayaan,

perlindungan

perempuan dan anak,

serta kesetaraan

gender
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Prioritas
RPJM Nasional 2015 -

2019
RPJMD Prov.

Kaltim 2013 - 2018
Agenda Prioritas RPJMD Kota

Balikpapan 2016-2021

Agenda Prioritas
RKPD Kota

Balikpapan Tahun
2018

(1) (2) (3) (4) (5)

Peningkatan dan

Perluasan

Kesempatan Kerja

Peningkatan

Produktifitas,

kompetensi tenaga

kerja dan perluasan

kesempatan kerja

7

Meningkatkan

Produktifitas Rakyat dan

Daya Saing di Pasar

Internasional

Pengembangan

Ekonomi

Kerakyatan

Peningkatan daya saing

perekonomian Daerah yang

berwawasan lingkungan

(green economy)

Pengembangan

potensi ekonomi

lokalPengembangan

pusat-

pusatpertumbuhan

ekonomi

Peningkatan ketersediaan

infrastuktur yang

berorientasi pada konsep

hijau (green city)

8

Mewujudkan

Kemandirian Ekonomi

Dengan Menggerakkan

Sektor-sektor Strategi

Ekonomi

Percepatan

Tranformasi

Ekonomi
Peningkatan daya saing

perekonomian Daerah yang

berwawasan lingkungan

(green economy)
Pengembangan

Agrobisnis

9
Melakukan Revolusi

Karakter Bangsa

Peningkatan

Kualitas

Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas daya

saing sdm daerah,

Pengendaliankuantitas

penduduk danperluasan

lapangan  kerja

Mewujudkan ruang

kota yangberkualitas

dan berkelanjutan

Pemenuhan

Kebutuhan Energi

Ramah Lingkungan

Mewujudkan ruang

kota yangberkualitas

dan berkelanjutan

Sumber Data : Diolah dari RPJMN 2015 – 2019, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, dan
RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021, RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018
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BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. URUSAN KONKUREN

Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi

antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kota/kabupaten,

urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi patokan pelaksana otonomi

daerah. Pembagian tersebut mencangkup berbagai bidang-bidang urusan yang

dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan.Program dan kegiatan

penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihanyang dilaksanakan oleh

pemerintah Kota Balikpapanpada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
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a. Ringkasan Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Tabel 3.1.

Ringkasan Urusan Wajib yang dilaksanakan

1. Urusan Pendidikan
Perangkat Daerah Penyelenggara: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No Program/kegiatan
Tingkat
Capaian

Spm

Jumlah

Pegawai

Alokasi & Realisasi Anggaran
Kesesuaian Perencanaan

Pembangunan
Kondisi
Sarpras

Masalah &
Solusi

Hal Lain
Yang

Dianggap
Perlu

Alokasi
(Rp)

Realisasi
(Rp)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Program pendidikan anak usia dini 98,32 2 6.936.124.000,00 6.262.530.182,00 Perencanaan pembangunan
berdasarkanRenja, RKA, DPA

baik

Pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar tk
Negeri pembina di Balikpapan

100,00 137.150.000,00 129.007.246,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkanRenja, RKA, DPA

baik

Penguatan dan peningkatan mutu lembaga
PAUD

94,75 350.000.000,00 309.903.436,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkanRenja, RKA, DPA

baik

Pendamping tutor PAUD 99,96 5.910.300.000,00 5.410.213.150,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkanRenja, RKA, DPA

baik

Hari Anak Nasional (HAN) porseni PAUD se Kota
Balikpapan

88,20 50.000.000,00 26.661.600,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkanRenja, RKA, DPA

baik

Penilaian akreditasi PAUD dikmas 100,00 50.000.000,00 48.685.950,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bantuan operasional PAUD tk Negeri pembina di
Balikpapan(DAK 2019)

100,00 88.200.000,00 77.584.800,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pengadaan sarana dan prasarana PAUD/tk
Negeri (DAK 2019)

74,32 350.474.000,00 260.474.000,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik
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No Program/kegiatan
Tingkat
Capaian

Spm

Jumlah

Pegawai

Alokasi & Realisasi Anggaran
Kesesuaian Perencanaan

Pembangunan
Kondisi
Sarpras

Masalah &
Solusi

Hal Lain
Yang

Dianggap
Perlu

Alokasi
(Rp)

Realisasi
(Rp)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program pendidikan non formal 97,09 2 18.274.887.800,00 16.459.707.814,00 Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Kegiatan belajar dan mengajar SKB Kecamatan
Balikpapan Timur

100,00 895.353.000,00 873.831.050,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Kegiatan belajar dan mengajar SKB Kecamatan
Balikpapan Selatan

100,00 674.183.400,00 650.906.224,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Kegiatan belajar dan mengajar SKB Kecamatan
Balikpapan Tengah

100,00 695.883.200,00 657.927.764,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Kegiatan belajar dan mengajar SKB Kecamatan
Balikpapan Utara

100,00 677.654.000,00 640.684.458,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Kegiatan belajar dan mengajar SKB Kecamatan
Balikpapan Barat

100,00 546.779.200,00 505.654.490,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pengelolaan rumah pintar 98,34 375.836.000,00 270.901.278,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Ujian nasional program paket a, b, c dan c
kejuruan

100,00 72.150.000,00 67.875.600,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pengelolaan insentif ustadz dan ustadzah taman
pendidikan al qur'an (tpa)

99,99 8.213.040.000,00 7.707.060.000,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Lomba hari aksara internasional hai) tk Kota
Balikpapan

100,00 40.000.000,00 38.350.350,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Apresiasi gtk PAUD non formal 84,87 76.000.000,00 50.962.350,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik
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Pengadaan sarana belajar SKB (DAK 2019) 100,00 1.624.200.000,00 1.330.134.300,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pembangunan prasarana belajar SKB (DAK
2019)

91,86 1.898.409.000,00 1.743.940.000,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bantuan operasional penyelenggaraan
pendidikan kesetaraan (DAK 2019)

0,00 - -
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Rehabilitasi prasarana belajar SKB (DAK 2019) 100,00 720.000.000,00 720.000.000,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bantuan operasional penyelenggaraan
pendidikan kesetaraan SKB Kecamatan
Balikpapan Timur(DAK 2019)

75,45 636.200.000,00 452.351.700,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bantuan operasional penyelenggaraan
pendidikan kesetaraan SKB Kecamatan
Balikpapan Selatan(DAK 2019)

79,42 372.300.000,00 277.855.300,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bantuan operasional penyelenggaraan
pendidikan kesetaraan SKB Kecamatan
Balikpapan Tengah(DAK 2019)

99,22 338.400.000,00 219.839.250,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bantuan operasional penyelenggaraan
pendidikan kesetaraan SKB Kecamatan
Balikpapan Utara(DAK 2019)

83,73 159.200.000,00 113.143.700,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bantuan operasional penyelenggaraan
pendidikan kesetaraan SKB Kecamatan
Balikpapan Barat(DAK 2019)

62,17 259.300.000,00 138.290.000,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Program peningkatan mutu pendidik dan 99,73 13 838.600.000,00 778.285.978,00 Perencanaan pembangunan baik
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tenaga kependidikan berdasarkan Renja, RKA, DPA

Pelaksanaan sertifikasi pendidik 100,00 37.000.000,00 35.075.092,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Penguatan tim penilai angka kredit 100,00 100.000.000,00 91.612.300,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Penguatan pengelolaan data dan analisis
kebutuhan  guru dan tenaga kependidikan

100,00 40.500.000,00 39.105.850,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Penanganan kasus-kasus pendidik dan tenaga
kependidikan

87,84 18.500.000,00 10.040.900,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pemilihan dan perhargaan bagi guru, kepala
sekolah dan pengawas sekolah berprestasi

100,00 100.000.000,00 96.708.350,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pelatihan karya tulis ilmiah (kti) bagi
guru/pendidik

100,00 100.000.000,00 98.725.150,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pelatihan dan lomba pengembangan model
pembelajaran berbasis tik

100,00 130.000.000,00 128.204.092,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Penilaian angka kredit jabatan fungsional 100,00 80.000.000,00 64.792.200,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pengembangan keprofesian berkelanjutan 100,00 60.000.000,00 51.171.450,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pelaksanaan program profesi guru dalam
jabatan (ppgdj)

100,00 172.600.000,00 162.850.594,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Program pendidikan dasar 99,64 21 210.009.055.450,00 201.447.044.933,52 Perencanaan pembangunan baik
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berdasarkan Renja, RKA, DPA

Pembangunan perpustakaan sekolah SD 100,00 600.000.000,00 597.112.500,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pembangunan perpustakaan sekolah SMP 100,00 1.000.000.000,00 783.343.102,67
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pembangunan ruang serba guna/aula SMP 100,00 900.000.000,00 762.726.954,46
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SD 100,00 300.000.000,00 278.878.265,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

45 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
SMP

100,00 280.000.000,00 276.850.726,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
SMP

100,00 1.000.000.000,00 826.451.512,91
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pengadaan perlengkapan sekolah SMP 100,00 8.500.000.000,00 8.496.659.056,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pembangunan SD dan SMP terpadu kelurahan
graha indah

100,00 3.000.000.000,00 2.526.739.137,08
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Olympiade sains SD 100,00 100.000.000,00 92.715.352,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Olympiade sains SMP 100,00 100.000.000,00 76.707.500,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pembinaan dan pemantapan implementasi 100,00 200.000.000,00 191.227.700,00 Perencanaan pembangunan baik
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kurikulum 2013 jenjang SD berdasarkan Renja, RKA, DPA

Pembinaan dan pemantapan implementasi
kurikulum 2013 jenjang SMP

100,00 150.000.000,00 142.206.400,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pembinaan gugus SD 100,00 200.000.000,00 189.125.051,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pembinaan siswa berprestasi tingkat SD 100,00 508.750.000,00 502.612.200,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pembinaan, pengelolaan dan pelayanan
manajemen dan data SD

100,00 125.000.000,00 120.671.850,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pembinaan, pengelolaan dan pelayanan
manajemen dan data SMP

100,00 175.000.000,00 145.101.901,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Penambahan ruang kelas baru SD/mi 100,00 4.100.000.000,00 3.534.373.988,74
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Penambahan ruang kelas baru
SMP/MTS/SMPLB

100,00 5.700.000.000,00 4.685.695.255,24
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Penilaian akreditasi SD 100,00 125.000.000,00 123.938.950,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Penilaian akreditasi SMP 100,00 75.000.000,00 59.170.203,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pra ujian nasional, ujian sekolah dan ujian
nasional

100,00 400.000.000,00 391.702.383,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Pra ujian sekolah SD dan ujian sekolah SD Kota 100,00 400.000.000,00 388.075.597,00 Perencanaan pembangunan baik
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Balikpapan berdasarkan Renja, RKA, DPA

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD 100,00 5.000.000.000,00 4.956.022.816,58
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
SMP

100,00 5.000.000.000,00 4.968.399.764,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 001 Balikpapan Barat 99,99 916.676.000,00 872.972.857,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 002 Balikpapan Barat 100,00 827.196.000,00 781.921.339,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 003 Balikpapan Barat 89,46 117.005.000,00 104.404.850,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 004 Balikpapan Barat 100,00 692.057.000,00 646.787.510,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 005 Balikpapan Barat 100,00 448.123.000,00 436.992.088,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 006 Balikpapan Barat 96,09 241.235.000,00 213.874.425,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 007 Balikpapan Barat 100,00 219.155.000,00 203.050.350,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 008 Balikpapan Barat 98,86 402.153.000,00 358.851.125,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 009 Balikpapan Barat 95,13 1.065.185.000,00 912.118.780,00 Perencanaan pembangunan baik
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berdasarkan Renja, RKA, DPA

Bosda SDN 010 Balikpapan Barat 100,00 257.515.000,00 227.188.500,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 011 Balikpapan Barat 100,00 383.671.000,00 371.430.890,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 012 Balikpapan Barat 100,00 202.564.000,00 181.836.565,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 013 Balikpapan Barat 93,87 275.481.000,00 244.751.667,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 014 Balikpapan Barat 88,52 112.174.000,00 83.546.431,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 015 Balikpapan Barat 98,64 294.213.000,00 280.668.300,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 016 Balikpapan Barat 100,00 294.830.000,00 285.281.965,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 017 Balikpapan Barat 100,00 173.457.000,00 170.450.544,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 018 Balikpapan Barat 79,08 271.954.000,00 208.423.100,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 019 Balikpapan Barat 100,00 725.886.600,00 712.408.663,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 020 Balikpapan Barat 97,13 527.650.000,00 489.789.305,00 Perencanaan pembangunan baik
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berdasarkan Renja, RKA, DPA

Bosda SDN 001 Balikpapan Kota 91,49 812.000.000,00 618.756.275,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 002 Balikpapan Kota 99,43 340.097.000,00 324.838.600,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 003 Balikpapan Kota 100,00 588.764.000,00 547.507.028,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 004 Balikpapan Kota 100,00 246.824.000,00 213.612.933,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 005 Balikpapan Kota 100,00 691.723.000,00 670.176.461,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 006 Balikpapan Kota 100,00 267.060.000,00 261.947.600,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 007 Balikpapan Kota 100,00 362.573.000,00 330.291.550,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 008 Balikpapan Kota 100,00 331.893.000,00 285.440.779,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 009 Balikpapan Kota 92,81 217.744.000,00 186.771.660,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 010 Balikpapan Kota 100,00 256.224.000,00 253.162.376,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 011 Balikpapan Kota 100,00 504.266.000,00 492.335.812,00 Perencanaan pembangunan baik



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahKota  Balikpapan Tahun 2019 73

No Program/kegiatan
Tingkat
Capaian

Spm

Jumlah

Pegawai

Alokasi & Realisasi Anggaran
Kesesuaian Perencanaan

Pembangunan
Kondisi
Sarpras

Masalah &
Solusi

Hal Lain
Yang

Dianggap
Perlu

Alokasi
(Rp)

Realisasi
(Rp)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

berdasarkan Renja, RKA, DPA

Bosda SDN 012 Balikpapan Kota 92,34 564.105.000,00 509.565.100,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 013 Balikpapan Kota 100,00 792.223.000,00 774.811.536,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 014 Balikpapan Kota 82,17 187.930.000,00 138.829.120,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 015 Balikpapan Kota 100,00 267.891.000,00 262.530.350,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 001 Balikpapan Selatan 100,00 756.193.000,00 714.274.356,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 002 Balikpapan Selatan 100,00 537.810.000,00 528.452.689,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 003 Balikpapan Selatan 100,00 457.483.000,00 441.305.191,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 004 Balikpapan Selatan 100,00 712.883.000,00 684.724.075,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 005 Balikpapan Selatan 100,00 430.583.000,00 410.393.254,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 006 Balikpapan Selatan 100,00 463.884.000,00 449.970.630,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 007 Balikpapan Selatan 100,00 451.482.000,00 433.373.603,00 Perencanaan pembangunan baik
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berdasarkan Renja, RKA, DPA

Bosda SDN 008 Balikpapan Selatan 100,00 466.723.000,00 449.770.061,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 009 Balikpapan Selatan 100,00 378.169.000,00 369.372.509,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 010 Balikpapan Selatan 100,00 831.655.000,00 799.705.775,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 011 Balikpapan Selatan 100,00 329.253.000,00 313.372.050,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 012 Balikpapan Selatan 98,57 394.305.000,00 372.720.888,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 013 Balikpapan Selatan 100,00 703.609.000,00 668.713.286,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 012 Balikpapan Selatan 96,41 563.453.000,00 526.208.114,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 013 Balikpapan Selatan 99,65 1.094.967.000,00 1.028.030.732,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 014 Balikpapan Selatan 99,96 489.810.000,00 481.345.200,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 015 Balikpapan Selatan 91,32 797.680.000,00 693.363.624,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 001 Balikpapan Tengah 100,00 1.024.448.000,00 1.005.588.850,00 Perencanaan pembangunan baik
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No Program/kegiatan
Tingkat
Capaian

Spm

Jumlah

Pegawai

Alokasi & Realisasi Anggaran
Kesesuaian Perencanaan

Pembangunan
Kondisi
Sarpras

Masalah &
Solusi

Hal Lain
Yang

Dianggap
Perlu

Alokasi
(Rp)

Realisasi
(Rp)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

berdasarkan Renja, RKA, DPA

Bosda SDN 002 Balikpapan Tengah 99,58 235.523.000,00 227.215.825,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 005 Balikpapan Tengah 95,93 419.008.000,00 386.675.612,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 006 Balikpapan Tengah 100,00 430.383.000,00 422.707.000,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 007 Balikpapan Tengah 100,00 436.083.000,00 419.591.859,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 008 Balikpapan Tengah 96,37 237.224.000,00 223.329.000,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 009 Balikpapan Tengah 98,58 243.659.000,00 238.639.900,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 010 Balikpapan Tengah 100,00 341.117.000,00 315.573.170,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 011 Balikpapan Tengah 100,00 255.120.000,00 254.404.450,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 012 Balikpapan Tengah 100,00 445.663.000,00 421.105.204,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 013 Balikpapan Tengah 98,03 480.022.000,00 449.263.800,00
Perencanaan pembangunan
berdasarkan Renja, RKA, DPA

baik

Bosda SDN 014 Balikpapan Tengah 100,00 215.013.000,00 210.865.205,00 Perencanaan pembangunan baik
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